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PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan R1
No. 158/1997 dan No0.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Nama
Arab

No Keterangan

dilambangkan

12 o sa’ S )
13 S syin sy -
titik di
14 o sad S es dengan titik di
bawah
15 ) dad d de dengan titik di
bawah

Vi



16 b ta’ ¢ te dengan titik di
bawah
17 b za’ . zet dengan titik di
bawah
18 ¢ ain ¢ koma terbalik di atas
19 t gain g _
<

C. Ta’ Marbuta

1. Transliterasi Ta’ Marbutah hidup atau dengan harakat,
fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t”
atau “h”.

Contoh: ,kd\ 88 : Zakat al-Fitri atau Zakah al-Firi

2. Transliterasi Ta’ Marbutah mati dengan “h”

vii



Contoh. 4s\> 7alhah

Jika Ta’ Marbutah diikuti kata sandang ““al” dan
bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta’ Marbutah itu
ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: &3-1 &9, Raudah al-Jannah

kecuali untuk kata-kata Arab
i bahasa Indonesia

3. Bila dimatikan ditulis
yang sudah terserap,

engan kata lain,

D. Vokal

terdiri

1 - Fathah a a
2 -——0-- Kasrah 1 1
3 ———— Dammah u u
Contoh:
<5 — Kataba <ads — Yazhabu
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Mo — Suila S3— Zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong
Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa
gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya
sebagai berikut:

No | Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama
1 < Fathah d ai adani
2 By adanu
Contoh:
No
1
2
3 I bergaris atas
4 3 u bergaris atas
Contoh:
o }\ﬁ . Tuhibbiina
O Lyl : al-Insan



F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata
dipisahkan dengan Apostrof

(.25“ D a’antum
H s . El .
e D mu’annas

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa
kecil, kecuali terletak
dalam lafaz jalalah

“al” ( J) ditulis dengan huruf
kalimat, sedangkan ‘“al”
| tengah-tengah kalimat

kitabnya

dilambangkan
rada di ditengah

dengan huruf
maupun di akhir.

Contoh:
»ka.é : Muhammad
300 : al-Wudd



I. Kata Sandang “J)”
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah
dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

661 bh)

Contoh:
RipF] s al-Qur’an
L - al-Sunnah

J. Huruf Besar/Kapit

huruf kapita | ini disamakan
dengan p i berpedoman
pada P J (PUEBI)

at, nama
ndang “al”, dll.

am al=Gazali

‘u al-Masani

huruf kapital untu
Arabnya lengkap

nya berlaku

ng

D) pp ot
\:.,?:fiﬂ\ & : Lillahi al-Amr Jami‘a

K. Huruf Hamzah
Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di
atas (°) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir

Xi



kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka
Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.
Contoh:

o) 351-9 s\ Ihya’ ‘Ulim al-Din

L. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja),
isim atau huruf, ditulis tergisah. Hanya kata-kata tertentu
yang penulisannya d ruf Arab sudah lazim
a ada huruf Arab atau
transliterasi ini
engan kata lain

kaian Frase dan
1. Ditu kata, atau

t bunyi atau p
ut

: ditulis syaikh al-

Xii
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hidayahnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta
salam selalu dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri
tauladan yang membawa cahaya ilmu dan kebijaksanaam,
Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, skripsi ini
saya persembahkan kepa orang-orang yang telah
memberikan doa. Dukun ih sayang, perhatian dan
semangat selama men akasih kepada:

1. Untuk kampus a ilmu dari maba
hingga seme a UIN, Terima
kasih Ul urrahman Wahi

2. Ibuku t it Farhatillah, “perei, guh yang

th pe f ulis. Dari
beliau is' bela ‘ aran, dan
arti per, g sesungguhnya. ak pernah
yang. tak pernah erta kasih
ernah bersyarat mé I terbesar
titik ini.
u adalah

. eringat,
pengorbanan, am menghadapi
berbagai keterbatasan menjadi pelajaran berharga bahwa
pendidikan bukan sekadar jalan meraih gelar, melainkan
sarana untuk menghadirkan manfaat bagi sesama. Skripsi
ini adalah bagian kecil dari hasil perjuangan panjang yang
telah Ayah ikhtiarkan.

4. Ibu Dra.Rita Rahmawati, M.pd. yang telah dengan sabar
membimbing, mengarahkan, serta meluangkan waktu

Xiii



dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari
bahwa selama proses bimbingan sering terjadi kekeliruan
dan keterbatasan pemahaman, namun berkat kesabaran
dan ketulusan beliau, penulis mampu menyelesaikan tugas
akhir ini hingga tuntas.

. Kakakku, Rifgi Fanani, Khoirul magosid dan adiku Adzim
yang baik. Terima kasih telah menjadi bagian dari
perjalanan ini. Meski g terlihat cuek dan kalau
berbicara nadanya lebj rang yang sedang marah
daripada memberi ks tahu bahwa di balik
semua itu ad
Dukungan,

bersuara, tetapi j
A yang suaranya sering kan. Dari
lapakan baca bu
gun, penulis. belajar "ba
'Ian dan kemanusia

. Kepada para petani, masyarakat Brebes dan seluruh pihak
yang menjadi bagian dari penelitian ini. Skripsi ini tidak
hanya lahir dari proses akademik, tetapi juga dari
pengalaman, cerita, dan realitas yang mereka hadapi.
Semoga karya sederhana ini dapat menjadi kontribusi
kecil dalam memperjuangkan nilai-nilai  keadilan,

Xiv



kepastian hukum, dan kemaslahatan dalam kehidupan
bermasyarakat.

. Kawan-kawan  Akar Rumput Pekalongan Raya,
mahasiswa, buruh, petani, serta kaum miskin kota, yang
telah menjadi bagian penting dalam perjalanan intelektual
dan sosial penulis. Terima kasih atas ruang belajar yang
lahir dari jalanan, diskusi-diskusi sederhana, serta
kebersamaan yang mengajarkan arti solidaritas dan
keberpihakan kepada ang sering berada di
pinggiran. Dari kal jar bahwa ilmu dan
hukum tidak ruang kelas atau
lembar-lem hadir untuk

eberanian

XV



MOTTO

“llmu bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk
diperjuangkan. Sebab pengetahuan yang berpihak pada
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ABSTRAK

Mochamad Ashfiya Mawahib. 2026. Tinjauan Hukum
Islam dan Hukum Positif terhadap Perubahan Harga Bawang
Merah Secara Sepihak oleh Pengepul dalam Transaksi Jual
Beli di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.
Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas
Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing: Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

Praktik jual beli merah di Desa Kupu,

Kecamatan Brebes umumnya
dilakukan berdasar antara petani dan

pengepul sebelu . Dalam nnya, pengepul
sering men . [ sepi

fluktuasi dan
menimbul jakpas . Pene bertujuan
untuk me i fakt eruba ga secara
sepihak s ‘ isi Islam dan
hukum po

enggunakan metc
kualitatif. Data
, dan dokumentasi
dua tokoh mas

purposive sampl
Miles, Huberman,

sosiologis
melalui

petani,
kepada penge asyarakat, dan
penggunaan aka ji ertulis. Menurut
hukum Islam, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip
taradi, asas mengikatnya akad, Fatwa DSN-MUI Nomor
110/DSN-MUI/IX/2017, dan Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah. Menurut hukum positif, praktik tersebut
bertentangan dengan asas pacta sunt servanda, asas itikad
baik, serta merupakan bentuk wanprestasi. Dengan demikian,
perubahan harga secara sepihak tidak dapat dibenarkan
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karena bertentangan dengan prinsip keadilan, kepastian
hukum, dan perlindungan hak petani.

Kata Kunci: Perubahan harga secara sepihak, jual beli
bawang merah, hukum Islam, hukum positif.
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ABSTRACT

Mochamad Ashfiya Mawahib. 2026. An Islamic Law and
Positive Law Perspective on the Unilateral Price Alteration
of Shallots by Collectors in Sales Transactions in Kupu
Village, Wanasari District, Brebes Regency. Undergraduate
Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of
Sharia, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Supervisor: Dra. Rita Rahmawti, M.Pd.

Iling shallots in Kupu
Village, Wanasari
conducted base

through

d with a

Data: were through
on, and documen Iving five
rs, and two comm i s selected

pling. Data analysis utili he Miles,

, nomic
dependence on Iture, and the
reliance on ver tten agreements.
Under Islamic law, this practice conflicts with the principle
of taradr (mutual consent), the principle of the binding nature
of contracts, DSN-MUI Fatwa Number 110/DSN-
MUI/IX/2017, and the Compilation of Sharia Economic Law.
Under positive law, the practice violates the principle of
pacta sunt servanda and the principle of good faith, and
constitutes a breach of contract (wanprestasi). Consequently,
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unilateral price alteration cannot be justified as it
contravenes the principles of justice, legal certainty, and the
protection of farmers' rights.

Keywords: unilateral price alteration, shallot sales, Islamic
law, positive law.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pada hakikatnya merupakan pedoman hidup
bersama yang berfungsi mengatur tatanan sosial agar
kehidupan manusia berlangsung secara tertib, adil, dan
beradab. Keberadaan hukum gidak hanya dipahami sebagai
sekumpulan norma tertuli mengikat secara formal,
melainkan juga sebagai jal yang merefleksikan
nilai-nilai manfaatan dalam
kehidupan ber

Salah kum dalam
kehidupan ari ada | atau | jual beli.
Akad jual istiwa hukum elahirkan
hak dan kElli@jiban bz ' sepakatan
yang diba sukarela. Secara jual beli
menuntut setujuan yang b raan para

pihak, ser objek dan harga ya

sosial yang ter i sa Kupu,

setelah panen
pembeli dengan
observasi lapangan, bahwa bawang merah akan di beli pada
saat panen dengan harga Rp36.000 perkilogram dengan total
satu ton menurut ibu Alfiyah (petani bawang merah)
menyatakan “saya tidak bisa berbuat apa-apa ketika harga
diturunkan yang sebelumnya disepakati di awal sebesar Rp
36.000.000 menjadi Rp 30.000.000 karena saya bergantung
pada pengepul sebagai satu-satunya akses distribusi hasil



sehingga akad yang seharusnya bersifat mengikat sering kali
tidak berjalan sebagaimana mestinya”.'bahwa bawang merah
akan di beli pada saat panen dengan harga Rp36.000
perkilogram

Masalah ini memperlihatkan bahwa transaksi jual-beli
tani di Desa Kupu belum berjalan semestinya, mereka belum
memahami bahwa perubahan harga secara sepihak termasuk
pelanggaran terhadap prinsip J@adilan dan kerelaan (taradhi).
Di sisi lain, budaya lokal t Jawa seperti “nrimo ing
pandum” (menerima perkuat sikap pasif
masyarakat terha t. Dalam konteks
ini, hukum ti nya m
melainkan
ekonomi.

syarat perjanjian

dalam _ Pasal adanya
pihak, kecakapa membuat
perjanjian 2k tertentu, dan se alal. Dari
keempat rsebut, kesepakatan ‘pars menjadi

hubungan hukum

bertentangan yang menjadi
landasan perjanj at menimbulkan
akibat hukum apabila salah satu pihak merasa dirugikan
karena hak dan kewajiban yang telah disepakati tidak lagi
dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga persoalan ini
menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut dalam perspektif
hukum positif.

! Alfiyah, petani, di wawancarai Jumat 9 Agustus 2025



Namun demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa
ketentuan hukum tersebut hampir tidak pernah diakses oleh
para petani dalam praktik sehari-hari. Ketidakberdayaan ini
bukan semata-mata akibat keterbatasan pengetahuan hukum,
tetapi juga refleksi dari relasi ketergantungan ekonomi yang
kuat terhadap pihak pembeli atau perantara perdagangan.
Ketimpangan posisi tawar tersebut menempatkan petani pada
pilihan yang tidak setara: g@enerima syarat baru yang
merugikan demi menja bungan pemasaran atau

berlaku secar sosial  yang
berlangsun v, di '
berfungsi
kelompok
posisi rent

Sem perspektif hukum

jual beli

yang sah nuhi unsur kerelaa lah pihak.
Hal ini dalam QS. An- 29 yang
berbunyi:

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang
batil. Kecuali dalam perdagangan yang dilandasi atas
suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu
membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang”



Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia (DSN-MUI) No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang
Akad Jual Beli juga menegaskan bahwa akad bersifat
mengikat (lazim), sehingga tidak boleh diubah kecuali
dengan kesepakatan bersama. Prinsip ini juga sejalan dengan
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat
(1) yang menyebutkan bahwa setiap akad yang sah mengikat
para pihak yang membuatnygs dan perubahan hanya dapat
dilakukan atas dasar k ua belah pihak.? Oleh
karena itu, perubah

' tidak adanya

kepastian enomena ini men lemahnya

posisi  ta serta (rendahnyz hukum
masyarak a menjadi
landasan akad jual beli.

Ber da latar belakang diuraikan

tersebut, ini lebih

Dalam Transa u Kecamatan

Wanasari Kabu

2 Siti Nurjanah & Najikha Akhyati, “4nalisis Fatwa DSN MUI No.
110/DSN-MUI/1X/2017 tentang Akad Jual Beli terhadap Pengembalian
Barang dengan Uang Tunai dalam Paket,” Syarie: Jurnal Pemikiran
Ekonomi Islam 8, no. 1 (2025): 33-43,
https://doi.org/10.51476/syarie.v8il.746.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan

tersebut maka, rumusan masalah yang di kaji dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Mengapa terjadi perubahan harga sepihak oleh pengepul
dalam jual beli bawang merah di Desa Kupu Kecamatan
Wanasari Kabupaten Brebes?

Bagaimana tinjauan hu
terhadap perubahan
bawang merah di

Islam dan hukum positif
k dalam praktik jual beli
ecamatan Wanasari

ut, tujuan

penelitian | y ‘
1. Untu tifikasi 1L penyebab
jual beli
di Desa Kupu Wanasari

S. ‘

2. s tinjauan huku n hukum
perubahan harga s m praktik

D. Kegunaan Pen

baik secara teor
1.

ang merah di Desa
ten Brebes.

Secara Teo
a. Menambah Menambah kajian ilmiah dalam bidang
Hukum Ekonomi Syariah, khususnya, penerapan
prinsip akad dalam sektor pertanian
b. Memberikan sumbangan bagi pengembangan literatur
tentang kesadaran hukum



2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan:
a. Memberikan masukan bagi petani agar memahami
hak dan kewajiban akad.
b. Menjadi rujukan bagi pemerintah desa, penyuluh, dan
lembaga keagamaan untuk membangun literasi
Hukum Ekonomi Syariah.
c. Dapat membantu pemangku kebijakan merumuskan
kum bagi petani.

E. Kerangka Teori

dalam transaksi
I utama yang

pertanian,
bergantung pada pengepul sebagai satu-satunya akses
distribusi.

Oleh karena itu, perubahan harga sepihak tidak
dapat dipandang sebagai konsekuensi pasar semata,

® H S Salim, Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan
Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).46.
* Salim H. S., Hukum Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 89



melainkan sebagai persoalan hukum dan keadilan yang
berpotensi merugikan salah satu pihak dalam
perjanjian.
2. Konsep Jual Beli dan Akad dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, jual beli (al-bai’) adalah
akad pertukaran harta dengan harta yang dilakukan atas
dasar kerelaan (taradi) antara para pihak. Akad jual beli
dinyatakan sah apabilaggemenuhi rukun dan syarat,
yaitu adanya subje jek akad yang jelas, serta

jual beli adalah
melarang
til kecuali
uka sama
aitu akad
bah atau

1/1X/2017
(KHES)
kad yang

i Hukum Ekono
) menegaskan bahwe

tujuan syar
1. Konsep Perjanjian dan Perubahan Harga dalam Hukum
Positif
Dalam hukum positif Indonesia, jual beli
merupakan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal

® Mardani (Ed.), Figh Muamalah (Jakarta: Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 43-47,



1457 KUH Perdata. Keabsahan suatu perjanjian
ditentukan oleh syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal
1320 KUH Perdata, yang salah satunya adalah adanya
kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut menjadi
dasar mengikatnya perjanjian bagi pihak-pihak yang
membuatnya.®

Perubahan harga secara sepihak setelah adanya
kesepakatan merupakap@bentuk pelanggaran terhadap
asas pacta sunt aitu bahwa perjanjian
berlaku sebagai bagi para pihak.
Tindakan ifikasikan sebagai

kuatnya

ekonomi. Hal
ntara hukum tertulis (la
idup dalam masyara

hasil
pertanian dalam pedesaan telah
banyak dilakuka lumnya. Kajian-
kajian tersebut membahas keabsahan akad, praktik penentuan
dan perubahan harga, serta perlindungan hukum bagi petani

® H,Abd Thalib, dkk, Hukum Perjanjian (Pekanbaru: Universitas
Islam Riau Press, 2024), 32-35,

" H,Abd Thalib, dkk,, Hukum Perjanjian (Pekanbaru: Universitas
Islam Riau Press, 2024), 5660,

®H Abd Thalib, dkk, Hukum Perjanjian (Pekanbaru: Universitas
Islam Riau Press, 2024), 88-91



baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif.

Penelitian terdahulu ini menjadi rujukan penting untuk

memahami penerapan hukum dalam praktik (law in action)

sekaligus sebagai bahan pembanding bagi penelitian yang
dilakukan penulis. Adapun penelitian yang relevan dengan
penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap
Penetapan Harga Sepihalaoleh Tengkulak dalam Jual
Beli Padi (Studi dj mber Rejo, Kecamatan

Penelitian tersebut

Al lapangan (field

research) ndekatan ata diperoleh

ii wawancara kumentasi,

n tersebut

ihak oleh

penelitian
sepihak

) dalam

ilan bagi

penelitian
ini te ada obj ji erupa | beli hasil

©

gan prinsip kere
an menyebabkan

objeknya ini  mengkaji

bawang me kum Islam dan

hukum positif.

2. Dalam skripsi berjudul Perubahan Harga Sepihak dalam
Jual Beli Hasil Pertanian Ditinjau dari Hukum Islam

(Studi di Desa Pulorejo, Kecamatan Grobogan,

% Ahmad Fauzi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan
Harga Sepihak oleh Tengkulak Dalam Jual Beli Padi (Studi di Desa
Sumber Rejo, Kecamatan Banyuasin,” (UIN Raden Patah 2019).
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Kabupaten ~ Grobogan)'®  Penelitian  tersebut
menggunakan metode penelitian lapangan dengan
pendekatan  kualitatif ~ dan  analisis  deskriptif.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara,
observasi, dan dokumentasi terhadap para pihak yang
terlibat dalam transaksi jual beli hasil pertanian
Penelitian Tersebut berfokus menelaah keabsahan akad
jual beli hasil pertanianggtika terjadi perubahan harga
sepihak setelah ke awal. Hasil penelitian

dengan
an ‘dengan huku i erta tidak
kesadaranhuku at secara

erjudul Wanprests
Pertanian. (Studi d¥
Kabu

pembeli, iperoleh melalui
studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-

19 Siti Maulida, “Perubahan Harga Sepihak Dalam Jual Beli Hasil
Pertanian Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Pulorejo,
Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan)” (UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2020).

' Rudi Hartono, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Hasil
Pertanian (Studi Di Desa Trimulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten
Pesawaran)” (Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2021).
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undangan dan literatur yang relevan. Penelitian ini
berfokus mengkaji perubahan harga secara sepihak
dalam perjanjian jual beli hasil pertanian dari perspektif
hukum perdata. Hasil penelitian menunjukkan tindakan
tersebut merupakan wanprestasi yang merugikan petani
dan melanggar asas kepastian hukum. Persamaan
penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada
kajian hukum antara pei@mi dan pengepul serta praktik

dengan penelitia gunakan pendekatan
hukum penulis
m Islam serta

Hukum< Islam (S
atan . Randuda
3).1% Penelitian te
an lapangan  (fiel
litatif. 'Data di
observasi, - dan dokun
deskriptif. Peneliti

ggunakan
) dengan

melalui
kemudian

pembeli merasa mengalami kerugian akibat perubahan
harga pasar. Menurut hukum Islam, praktik tersebut tidak
sesuai dengan prinsip kerelaan (an-taradin) dan

2 Muftikhatul Qibtiyah, “Perubahan Harga pada Jual Beli Padi
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kejene Kecamatan
Randudongkal Kabupaten Pemalang)” (Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto, 2023),
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mengandung unsur  ketidakadilan sehingga tidak
dibenarkan dalam akad jual beli. Persamaan penelitian
tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan
mengenai perubahan harga secara sepihak dalam
transaksi hasil pertanian dengan menggunakan perspektif
hukum Islam. Perbedaannya, penelitian tersebut hanya
menggunakan perspektif hukum Islam dan objek
penelitian berupa padigs sedangkan penelitian ini
mengkaji praktik harga bawang merah

Sirampog,
ggunakan
i lapangan den endekatan

pengumpulan d i n melalui
edangkan
if-analitis.
an harga
I sayuran
penelitian

menerima
kepada teng tersebut dengan
penelitian ini terletak pada objek kajian mengenai
perubahan harga secara sepihak dalam transaksi hasil

3 Dinda Vivi Estriana, “Tinjauan Hukum Islam tentang Perubahan
Harga Sepihak dalam Jual Beli Sayuran (Studi Kasus Desa Dawuhan
Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes)” (Skripsi, UIN Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024),,
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pertanian serta penggunaan pendekatan hukum Islam.
Perbedaannya, penelitian tersebut hanya meninjau dari
perspektif hukum Islam dengan objek penelitian berupa
sayuran, sedangkan penelitian ini  menggunakan
pendekatan hukum Islam dan hukum positif serta
mengkaji praktik perubahan harga dalam jual beli
bawang merah di Desa Kupu, Kecamatan Wanasari,
Kabupaten Brebes.
Berdasarkan penel

dap penelitian-penelitian

Sebagian
dan prins

penelitian lindungan
hukum p Namun
demikian, belum
ut secara

atu kajian yang ut
nelitian ini terletak pada an subjek

Wanasari, Kabu

. Metode Penelitian
Dalam Penelitian ini menggunakan metode sebagai
berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang
bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara
mendalam dengan menekankan pada proses, makna,
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dan pemahaman subjek penelitian terhadap suatu
peristiva hukum'®.  Metode ini digunakan karena
penelitian ini berupaya menggali secara komprehensif
dalam praktik perubahan harga jual beli bawang merah,
proses terjadinya perubahan harga secara sepihak, serta
pandangan hukum positif dan hukum Islam masyarakat
petani dan pengepul terhadap akad jual beli yang
dilakukan.

endekatan kualitatif,

an berfokus pad:
merah secara sef
jual~beli «di Des
pupaten  Brebes, k dapat
utuh hanya melal )
atan  kualitatif memun
ji hukum tidak h

action). peneliti  dapat
menelusuri ual beli, alasan
perubahan harga sepihak, serta persepsi petani dan
pengepul terhadap keadilan, kesepakatan, dan
perlindungan hukum dalam transaksi hasil pertanian.

¥ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian
Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), him. 208.

!> Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta:
Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2025), 102-105.
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3. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kupu,
Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Pemilihan
lokasi penelitian dilakukan secara purposive (sengaja)
dengan mempertimbangkan alasan-alasan akademis dan
empiris yang relevan dengan fokus dan tujuan
penelitian.

Pertama, Desa K merupakan salah satu sentra

g berlangsung dan
Kondisi _ini- men sa Kupu
yang strategis u ti praktik
i hasil pertanian.

aktik jual beli bawar di Desa

umumnya  masi

berlangsung, tidak Jarang terjadi perubahan harga
secara sepihak oleh pihak pengepul dengan alasan
fluktuasi harga pasar. lemahnya posisi tawar petani
dalam hubungan ekonomi tersebut.

8 Badan Pusat Statistik, Statistik Hortikultura Indonesia 2023
(Jakarta: BPS, 2023).
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Ketiga, Desa Kupu merepresentasikan karakter
masyarakat agraris Jawa yang masih kuat memegang
nilai-nilai budaya lokal seperti rukun, gotong royong,
dan nrimo ing pandum. Nilai-nilai budaya tersebut
berpengaruh signifikan terhadap perilaku hukum
masyarakat, termasuk dalam menyikapi perubahan
harga secara sepihak dan pelanggaran kesepakatan
dalam transaksi eli. Sikap menerima dan

tersebut,
kung oleh
iti  dalam
n. Peneliti
i bawang

I praktik jual be

“penelitian ini, sumber
hukum primer, ba
tersier. K

hukum ya
dalam kehi
a. Sumber data primer
Data primer merupakan data yang diperoleh
secara langsung dari sumber pertama di lapangan
melalui interaksi dengan informan yang memiliki
keterkaitan dengan objek penelitian. Dalam
penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui
teknik wawancara mendalam (in-depth interview)

m yang terjadi
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dan observasi langsung di Desa Kupu, Kecamatan
Wanasari, Kabupaten Brebes. Data primer yang
diperoleh meliputi informasi mengenai praktik
perubahan harga bawang merah secara sepihak
oleh pengepul dalam transaksi jual beli, proses
terjadinya kesepakatan harga antara petani dan
pengepul, faktor-faktor yang menyebabkan
perubahan harga,glentuk pelaksanaan akad jual
beli, serta pa ra pihak terhadap praktik
an hukum Islam dan
imer berasal dari
Desa Kupu,
erah, dan
langsung

g berlangsung dil

ata Sekunder
sekunder
dari  bahan-

resmi, ' serta i iah yang

engan penelitian. L

ini meliputi:

ntang Akad Jual
Beli, serta ayat-ayat Al-Qur’an yang
berkaitan dengan prinsip taradhi (QS. An-
Nisa: 29).

2) Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku
ilmiah, jurnal hukum, artikel penelitian, dan
karya akademik yang membahas teori
perubahan harga,konsep perubahan
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hargadan konsep akad danjual beli dalam
ekonomi syariah, Artikel berita publikasi
resmi pemerintah daerah Brebes
3) Bahan hukum tersier, meliputi kamus
hukum, ensiklopedia Islam, kamus istilah
ekonomi syariah, serta ensiklopedia sosial
budaya Jawa
5. Teknik Pengumpulan d

n teknik purposive
informan  secara
yang
penelitian.
diperoleh

ntasikan “-praktik
erah. secara. sepi
pu, Kecamatan

pun  kriteria
dari ‘petani beg
dengan kriteria se
ni bawang

r322m
di Desa Kupu
hasil panennya
kepada pengepul. Petani dengan luas lahan
tertentu dipilih karena mereka memiliki
intensitas transaksi yang tinggi, pengalaman
yang lebih panjang dalam praktik jual beli
bawang merah, serta lebih  sering
menghadapi dinamika perubahan harga
setelah kesepakatan awal.
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2) 2 Pengepul/bakul bawang merah yang
secara aktif dan rutin membeli hasil panen
bawang merah di Desa Kupu. Pengepul ini
dipilih karena memiliki peran dominan
dalam proses penentuan harga dan menjadi
pihak yang berinteraksi langsung dengan
petani dalam transaksi jual beli.
2 Tokoh asyarakat dipilih  sebagai
ereka merupakan figur
h dan dihormati oleh
alam memberikan
nilai-nilai
ma yang
at. Selain
, memiliki
getahuan “dan pe mengenai
tik “jual » beli  hé lan yang
angsung . di- desa i mampu
berikan informas kebiasaan
transaksi,

3)

permass

menguji  dan
roleh dari petani

dan pengepul

Pemilihan informan dengan kriteria tersebut
diharapkan mampu memberikan gambaran yang
utuh dan berimbang mengenai praktik perubahan
harga bawang merah secara sepihak, baik dari
sudut pandang petani sebagai pihak yang
dirugikan maupun dari sudut pandang pengepul
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sebagai pihak yang menentukan
harga.berdasarkan Kiteria tersebut maka di
peroleh lima orang petani,dua orang pengepul dan
dua orang tokoh masyarakat
. Observasi (Observation)
Observasi  dilakukan untuk mengamati
secara langsung praktik jual beli bawang merah di
Desa Kupu, Keg@gatan Wanasari, Kabupaten

sebagai

umen hukum se
a DSN-MUI
I/1X/2017, dan
an;

A statistik pertanian dari
es dan Dinas

Perdata,

Untuk memastikan keabsahan (kredibilitas)
data, peneliti menggunakan teknik triangulasi
sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi
sumber dilakukan dengan membandingkan
informasi yang diperoleh dari berbagai informan
yang berbeda, sedangkan triangulasi teknik
dilakukan dengan membandingkan data yang
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diperoleh melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi. " Dengan cara ini, data yang
diperoleh menjadi lebih objektif dan dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah
e. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan proses penting
dalam penelitian hukum sosiologis yang
bertujuan untuk afsirkan, mengelompokkan,
dan menyim ta yang diperoleh dari
lapangan ab rumusan masalah
i jan ini, peneliti
ata kualitatif

I.
lisis™ data ~“dilak
lapangan hingga s¢
gkap. Prosesnya
ana  dikemukakan'™
dan di sempurn

peneliti
erkumpul
ap utama
iles dan

bertujuan untuk memperoleh informasi

7 Bambang Arianto, Triangulasi Metode Penelitian Kualitatif
(‘Yogyakarta: Borneo Novelty Publishing, 2024), 15-20

18 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:
PT Remaja Rosdakarya, 2021), 24

9 Matthew B Miles, A Michael Huberman, and Johnny Saldafia,
Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (California: SAGE
Publications, 2018).
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yang berkaitan dengan fokus penelitian.
Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data
secara langsung dari lapangan melalui
wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Wawancara dilakukan kepada petani,
pengepul, tokoh masyarakat, dan pihak-
pihak lain yang dianggap memiliki
engenai praktik perubahan

di Desa Kupu,
melakukan
ra langsung

penentuan
ekonomi
memengaruhi i erubahan

Ja. "Dokumentasi sebagai
ngkap+ data” pent pa foto,
lain yang

)ata condensation
Tahap = ini
ihan,

penelitian, yaitu tinjauan hukum islam dan
hukum positif terhadap perubahan harga
bawang merah secara sepihak oleh
pengepul dalam transaksi jual beli di desa
kupu kecamatan wanasari kabupaten
brebes. Data yang tidak relevan atau
bersifat pengulangan dihilangkan,
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sementara data penting diklasifikasikan
berdasarkan  tema,  seperti  tingkat
pengetahuan hukum, pemahaman akad, dan
pengaruh budaya lokal.
3) Data Display
Data disajikan dalam bentuk narasi
deskriptif yang tersusun secara sistematis
tema-tema yang telah
ap reduksi data, meliputi

menarik
lapangan
eori yang

an Perubahan
itif. Kesimpulan
yang dihasilkan bersifat induktif, yaitu
berasal dari fakta empiris di lapangan
menuju  pada  generalisasi  teoretis.
Verifikasi dilakukan secara berulang untuk
memastikan bahwa kesimpulan yang
diambil benar-benar sesuai dengan data
yang diperoleh.
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G. Sistematika Pembahasan
Penelitian  ini  disusun  dalam  Sistematika

pembahasan dalam penelitian ini disusun agar
memudahkan penulis dalam menyampaikan uraian
secara terstruktur serta memudahkan pembaca untuk
memahami alur kajian yang dilakukan. Sistematika ini

terdiri dari lima bab utama, di mana masing-masing bab
memiliki fokus pembab@san yang saling terkait dan

jual beli,
, konsep
ilan dan

jual beli dalam
hukum  positif, "asas

Bab ini me gan praktik jual
beli bawang matan Wanasari
Kabupaten Brebes, yang meliputi mekanisme penentuan
dan perubahan harga oleh pengepul, serta pandangan
petani dan pengepul terhadap akad jual beli yang
dilakukan. Bab ini menggambarkan kondisi faktual yang
terjadi di lapangan sebagai bentuk hukum yang hidup di
masyarakat (law in action).
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BAB IV Analisis Terhadap Perubahan Harga
Bawang Merah Didesa Kupu Bab ini merupakan inti
dari penelitian yang berisi analisis terhadap Perubahan
harga mulai dari mengapa terjadi perubahan harga
sepihak oleh pengepul dalam jual beli bawang merah di
di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes?
Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif
terhadap perubahan har ihak dalam praktik jual beli
bawang merah di u Kecamatan Wanasari

berisi  rumusan
is yang telah
ini juga

pemerintah
adilan~dan-perlin
hasil pertanian b
Wanasari, Kabup




BAB |1
TEORI PERUBAHAN HARGA DAN JUAL BELI
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Teori Perubahan Harga dalam Transaksi Jual Beli
Harga merupakan unsur fundamental dalam
aktivitas ekonomi karena menjadi alat ukur nilai suatu
barang atau jasa yang dipegtukarkan di pasar. Harga tidak
hanya berfungsi seb ikator nilai, tetapi juga
sebagai instrumen engalokasikan sumber
sistem ekonomi
g memberikan

| menjadi’, pertimbanga a dalam
an kensumsi kare langsung
an daya beli da ebutuhan
angzo

I ekonomi Kklas terbentuk
Sme interaksi antara permi (demand)
(supply).  Ketika i

penawaran

akan mengalami penurunan. Mekanisme tersebut
mencerminkan proses penyesuaian alami pasar dalam
mencapai titik keseimbangan (equilibrium price), yaitu
kondisi dimana jumlah barang yang diminta sama dengan

2 Sisilia Venny dan Nuraini Asriati, “Permintaan dan Penawaran
dalam Ekonomi Mikro,” Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI) 7, no.1
(2022): 45-50,

26
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jumlah barang yang ditawarkan.?* Keseimbangan harga
menunjukkan kondisi efisiensi pasar karena harga
terbentuk berdasarkan kesepakatan kolektif antara penjual
dan pembeli tanpa adanya intervensi yang bersifat
memaksa.

Adam Smith menjelaskan bahwa harga terbentuk
melalui mekanisme pasar yang bekerja secara alamiah
melalui prinsip invisiblgahand, dimana kepentingan
individu dalam mela itas ekonomi secara tidak

manfaat bagi Aty S . Dalam kondisi
inkan ni (utility) suatu

usi, serta
rga tidak
ng, tetapi

lainnya. Dengan @
an nilai ekonomi

arga merupakan f
konomi karena k
lu mengalami peruk ~Faktor yang
erubahan harga a

yang berkal

'Nela Emelia Samosir et al, “Pengaruh Permintaan dan
Penawaran terhadap Perekonomian,” Humantech: Jurnal IlImiah
Multidisiplin Indonesia 2, no.8 (2023): 1799-1805,

2 Zainuddin dan Muhammad Birusman Nuryadin, “Konsep
Permintaan dan Penawaran dalam Ekonomi Mikro Islam: Perspektif
Figh Muamalah,” Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis 7, no.2
(2024): 327-338,

23 Ahmad Mudrik Agil et al., “Analisis Elastisitas Permintaan dan
Penawaran dalam Ekonomi Modern,” Buana Matematika 14, no.l
(2024): 83-94,
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konteks komoditas pertanian, perubahan harga cenderung
lebih fluktuatif karena produksi hasil pertanian sangat
bergantung pada kondisi alam dan musim panen.
Ketidakpastian hasil panen dapat menyebabkan
ketidakseimbangan antara  jumlah  pasokan dan
permintaan di pasar sehingga harga mengalami perubahan
secara signifikan.?

Dalam konteks rugmsan masalah penelitian ini,
perubahan harga menj ting karena menyangkut
kepastian nilai ya i dalam transaksi jual
beli antara dan pengepul.
kategori hasil

menurunnya ju i akibat
ingkatnya biaya tré

Rachma Fe . u n Reformulasi Teori
Permintaan dan Penawaran Berbasis Nilai Syariah,” Jurnal Sharia
Economica 5, no.1 (2026): 1-15,

2 Jihan Zakia Adila, Andriyono Kilat Adhi, dan Rita Nurmalina,
“Model Penawaran dan Permintaan Bawang Putih Indonesia,” Forum
Agribisnis 13, no. 2 (2023): 218-228,

% Retna Dewi Lestari et al., “Kajian Permintaan dan Penawaran
Jahe di Masa Pandemi Covid-19,” Jurnal Ekonomi Pertanian dan
Agribisnis 6, no. 3 (2022): 1098-1108,

" Nur Atika Fitriya, “Konsep Elastisitas Penawaran dalam
Perspektif Ekonomi Islam,” Antaradhin 5, no. 2 (2025): 133-144,
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harga seringkali dilakukan sebelum masa panen sebagai
bentuk kepastian transaksi antara petani dan pengepul.
Kesepakatan awal ini biasanya didasarkan pada perkiraan
kondisi pasar serta estimasi hasil panen yang akan
diperoleh petani. Kesepakatan tersebut memiliki fungsi
untuk memberikan jaminan kepastian bagi petani
mengenai harga jual hasil panennya, sekaligus
memberikan kepastian p an bagi pengepul yang akan
mendistribusikan hasi jan ke pasar yang lebih

sing pihak, dimana
il panen ‘sesuai ©

an perjanjian yang
an - muncul  ketike
ak oleh pengepu asa panen
sehingga harga yang dibays ak sesuai

rna. Oleh karena
itu, perubahan harga setelah terjadinya kesepakatan harus

% Tula Size, Ika Fatmawati Pramasari, dan Dody Tri Kurniawan,
“Permintaan dan Penawaran Kencur di Pasar Anom Sumenep,” \Wacana
Equilibrium 11, no. 1 (2023): 14-28,

#Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, edisi terbaru
cetak ulang 2022),

® R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan (Bandung:
Binacipta, cet. ulang 2021), him. 62.
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dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak
agar tidak melanggar asas kepastian hukum®

Berkaitan dengan rumusan masalah penelitian,
perubahan harga sepihak oleh pengepul dapat
dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas
pacta sunt servanda, yaitu asas yang menyatakan bahwa
setiap perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku
sebagai  undang-undan bagi para pihak yang
membuatnya®. Asas j skan bahwa setiap pihak
dengan itikad baik

(good faith).

: petanl dan penge
asan. akses -terha
bergantung pad
a jual hasil pane
bkan petani berac sisi tawar
ah dibandingkan penge

i lebih luas. Dal

sepihak Kkar
harga meskip

38 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak
(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), him. 89-91

%2 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif
Perbandingan (Yogyakarta: FH UlI Press, 2021), him. 112.

® Salim HS, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan
Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), him. 34-36.

% Sisilia Venny dan Nuraini Asriati, “Permintaan dan Penawaran
dalam Ekonomi Mikro,” JURKAMI 7, no. 1 (2022): 45-50,
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Kondisi tersebut menunjukkan adanya fenomena
asymmetric  information, yaitu ketidakseimbangan
informasi antara petani dan pengepul mengenai kondisi
harga pasar yang sebenarnya®>. Pengepul yang memiliki
akses informasi lebih luas dapat memanfaatkan situasi
tersebut untuk menekan harga beli hasil panen petani.
Dalam perspektif teori ekonomi kelembagaan, kondisi
tersebut dapat menyebab terjadinya praktik ekonomi

posisi  yang
menimbulkan

)eberapa  perantar
dan distributor.
I kepentingan eka
si mempengaruhi
Struktur distribusiya

pengepul,
ta rantai

penelitian ini,
ya kesepakatan
awal tidak hanya menimbulkan kerugian secara ekonomi
bagi petani, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian

% Nela Emelia Samosir et al., “Pengaruh Permintaan dan
Penawaran terhadap Perekonomian,” Humantech 2, no. 8 (2023): 1799—
1805

% Nela Emelia Samosir et al., “Pengaruh Permintaan dan
Penawaran terhadap Perekonomian,” Humantech 2, no. 8 (2023): 1799—
1805
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hukum dalam transaksi jual beli. Perubahan harga tanpa
persetujuan bersama dapat mengganggu keseimbangan
hak dan kewajiban para pihak serta berpotensi melanggar
prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi. Oleh karena
itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai
bagaimana perubahan harga tersebut dipandang dalam
perspektif hukum ekonomi dan hukum Islam*®’, agar dapat
diketahui apakah prakti sebut sesuai dengan prinsip
keadilan, kepastian a perlindungan terhadap
pihak yang memilj

awal antara petani ok
digunakan-untuk
ang terjadi masi
isme . pasar ata
an terhadap pri
IS ini penting d

um Islam
tal dalam hukum
Islam yang menjadi dasar terbentuknya hubungan hukum
antara dua pihak atau lebih dalam suatu aktivitas
muamalah. Secara etimologis, kata akad berasal dari
bahasa Arab al-‘aqd yang berarti ikatan, perjanjian, atau

¥Zainuddin dan Muhammad Birusman Nuryadin, “Konsep
Permintaan dan Penawaran dalam Ekonomi Mikro Islam,” Maro 7, no. 2
(2024): 327-338,.
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komitmen yang menghubungkan dua kehendak menjadi
satu kesepakatan yang memiliki konsekuensi hukum.®
Dalam terminologi figh muamalah, akad diartikan sebagai
pertemuan antara ijab dan gabul yang menimbulkan
akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan.*
Dengan kata lain, akad tidak hanya dipahami sebagai
kesepakatan formal semata, tetapi juga merupakan bentuk
tanggung jawab moral yaag,mengandung nilai kejujuran,
amanah, dan keadilan Jvitas ekonomi.

gai instrumen utama
dan ekonomi

transaksi ‘ i tidak
selisinan dickemud iBRRINsip dasar
Islam adalah kek ma tidak

yang melarang figh
hwa pada dasar h bentuk
)olehkan kecuali alil yang
Al=ashlu fil mu’amalat™ h illa an

tahrimiha™).

Artinya: Huk dalah boleh

%8 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2021), him. 112.

% Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah (Jakarta: Amzah,
2021), him. 67

“0 Burhanuddin S, Hukum Bisnis Syariah (Yogyakarta: Ull Press,
2022), him. 45.

* Abdul Rahman Ghazaly et al., Figh Muamalat (Jakarta:
Prenadamedia, 2021), him. 23
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(mubah), kecuali terdapat dalil yang menunjukkan
keharamannya."

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa Islam
memberikan fleksibilitas bagi manusia dalam melakukan
aktivitas ekonomi sesuai dengan perkembangan zaman,
namun tetap dibatasi oleh prinsip keadilan, transparansi,
dan tanggung jawab. Jual beli (al-bai’) merupakan salah
satu bentuk akad yang paling umum dilakukan dalam
kehidupan masyarak menjadi sarana utama
dalam memenuhi Secara bahasa, jual

yang kerelaan
antara aktik jual
beli k mi yang

manusia

secara_jujur Hal ini
laskan dalam Al- wa Allah
| beli dan mengh a*, yang

pahwa perdagangan 'm aktivitas

n dalam

dasar kerelaan
(taradi) anta relaan memiliki
kedudukan yang sangat penting karena menunjukkan
bahwa transaksi dilakukan tanpa adanya unsur paksaan,
manipulasi, maupun penipuan. Kerelaan para pihak
mencerminkan adanya keseimbangan kepentingan antara

*2 Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2021), him. 68
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penjual dan pembeli sehingga tidak ada pihak yang
merasa dirugikan. Prinsip ini sebagaimana ditegaskan
dalam QS. An-Nisa ayat 29

035 &1 Wy Yl 85 4 ‘}ifb Y 13l sl @0
Uiy a8 O A &) 3Kadii 1338 W3 48 ot 08 8

\L
Artinya:
“Hai ora man, janganlah
sesamamu
, kecuali
S suka
| dirimu..Sesungut
9543
ut menjadi-landa if bahwa
ekonomi pada
adil dan tidak i alah satu

pal beli dinyatakan sa
t yang telah di

berakad har
yaitu berakal, baligh, dan mampu bertindak secara
mandiri tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Objek jual
beli harus jelas jenisnya, jumlahnya, kualitasnya, serta
dapat diserahkan kepada pembeli. Kejelasan objek

* Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, QS.
An-Nisa: 29.
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bertujuan untuk menghindari terjadinya perselisihan di
kemudian hari karena ketidakjelasan objek dapat
menimbulkan unsur gharar.** Sighat akad menunjukkan
adanya kesepakatan yang dapat dinyatakan melalui
ucapan, tulisan, maupun tindakan yang mencerminkan
persetujuan kedua belah pihak. Apabila salah satu rukun
tidak terpenuhi, maka akad dapat dianggap tidak sah
menurut hukum Islam.

ikan. ‘Harga mer
a menentukan nil
elasan harga m
kepastian menge

yaitu akad n tidak dapat

* Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (Jakarta:
Kencana, 2022), him. 101.

* Nur Kholis, “Akad dalam Perspektif Hukum Islam,” Jurnal Al-
Adalah 19, no. 2 (2022): 145-156,

® Zainuddin dan Muhammad Birusman Nuryadin, “Konsep
Permintaan dan Penawaran dalam Ekonomi Mikro Islam,” Maro 7, no. 2
(2024): 327-338,

*" Oni Sahroni dan Adiwarman Karim, Magashid Bisnis dan
Keuangan Islam (Jakarta: RajaGrafindo, 2021), him. 87.
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dibatalkan secara sepihak setelah terjadi kesepakatan.
Akad lazim menimbulkan konsekuensi hukum berupa
kewajiban bagi para pihak untuk melaksanakan isi
perjanjian sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam akad
lazim, perubahan isi akad hanya dapat dilakukan apabila
terdapat persetujuan bersama antara para pihak*. Oleh
karena itu, perubahan harga setelah adanya kesepakatan
tidak dapat dilakukan ara sepihak karena dapat
merugikan salah sat an bertentangan dengan

Sur gharar-dalam ompilasi
Syariah ' (KHES) Psa ayat (1)

kan berdasarkan bersama.
put menunjukkan bahv um Islam
indungan terhadap

memiliki tuj

8 Ahmad Miru, Hukum Kontrak Syariah (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2021), him. 77.

* salim HS, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan
Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), him. 34.

* DSN-MUI, Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad
Jual Beli, https://dsnmui.or.id

1 Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
(Jakarta: MA RI, 2021), Pasal 20..
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tidak terjadi praktik pengambilan hak secara tidak sah.*
Tujuan syariah dalam bidang ekonomi menekankan
pentingnya keadilan distributif dan larangan eksploitasi
ekonomi. Islam melarang segala bentuk transaksi yang
mengandung unsur gharar, penipuan (tadlis),>®> maupun
ketidakjujuran yang dapat merugikan salah satu pihak.
Perubahan harga secara sepihak setelah adanya
kesepakatan awal berpotglsi melanggar tujuan syariah
karena dapat me hak petani untuk
memperoleh harg sepakatan yang telah
dibuat sebelu

aspek ~moral ya i akad
ansaksi harus dilé an itikad
ah) dan tidak bol ung unsur
erugikan pihak I salah satu
harga secaré setelah
\ maka tindakan® ut dapat
bagai  bentuk p
amanah dal

ini,
engepul setelah

%2 Jasser Auda, Maqgashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law
(terj. Indonesia, 2021), him. 145.

% Oni Sahroni, Figh Muamalah Kontemporer (Jakarta:
RajaGrafindo, 2021), him. 90.

5 Jasser Auda, Magasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law
(London: HIT, 2022).

® Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam (Jakarta:
RajaGrafindo, 2021), him. 56.

% Nurul Huda et al., Ekonomi Mikro Islam (Jakarta: Kencana,
2022), him. 88.
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masa panen menunjukkan adanya potensi pelanggaran
terhadap prinsip keadilan dalam Islam. Petani sebagai
pihak yang memiliki keterbatasan akses terhadap
informasi harga pasar seringkali berada dalam posisi
tawar yang lebih lemah dibandingkan pengepul.®’
Ketimpangan posisi tawar tersebut dapat menyebabkan
petani tidak memiliki pilihan selain menerima perubahan
harga meskipun merugi ihaknya. Dalam perspektif
keadilan ekonomi Is isi tersebut bertentangan

transaksi
ng harus

aktivitas
t merusak
ekonomi

menjadi~dasar

Perubahan ha3 sepihak
esepakatan awal n adanya
garan terhadap prinsi h karena

idak melaksanakal

petani dan pengepul bawang merah. Prinsip kerelaan,
kejelasan akad, larangan gharar, kewajiban menjaga

 Rachma Febriyanti et al., “Teori Permintaan dan Penawaran
Berbasis Syariah,” Jurnal Sharia Economica 5, no. 1 (2026): 1-15.

8 M. Umer Chapra, Islamic Economics: What It Is and How It
Developed (terj. Indonesia, 2021), him. 132.

% Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam (Jakarta: Rajawali
Press, 2023).
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amanah, serta tujuan syariah dalam menjaga harta
menunjukkan bahwa perubahan harga harus dilakukan
berdasarkan kesepakatan bersama. Analisis terhadap
konsep akad dalam hukum Islam menjadi penting untuk
menjawab rumusan masalah penelitian ini, yaitu untuk
mengetahui apakah perubahan harga sepihak sesuai
dengan prinsip keadilan, kepastlan hukum, serta tujuan
menjaga harta (hifz al-ma,
C. Konsep Perjanjian um Positif
Perjanjlan

KUHPerdata), kt
®1 perjanjian
yang. menimbulk
yang “terlibat di

ri bentuk,
ma tidak
ketertiban

ain atau lebih%,

8 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana,
2021), him. 75.

61 Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, cet. ulang
2022), him. 1.

62 R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan (Bandung:
Binacipta, 2021), him. 12.

%3Salim HS, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan
Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), him. 25

84 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.
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Pengertian tersebut menunjukkan bahwa perjanjian
merupakan suatu hubungan hukum yang lahir karena
adanya kesepakatan antara para pihak untuk melakukan
suatu prestasi.” Prestasi dalam perjanjian dapat berupa
memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat
sesuatu. Dengan demikian, perjanjian menjadi dasar bagi
timbulnya perikatan yang mengikat para pihak untuk
melaksanakan kewajiban gg@suai dengan kesepakatan yang
telah dibuat®

if, perjanjian memiliki

sebagai ig  bagi pihak  yang
membu 4ini sebagaimay kan dalam
Pasal ta yang

negara
pebasan . kepada untuk

ian sesuai deng

sah menurut
hukum posit nuhi syarat sah
sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
Terdapat empat syarat sah perjanjian, yaitu adanya

% Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia (Yogyakarta: FH
Ul Press, 2021), him. 45

% R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, him. 15.

7 KUHPerdata, Pasal 1338 ayat (1).

%8 Salim HS, Hukum Kontrak, hm. 33.
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kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak untuk
membuat perjanjian, adanya objek tertentu, serta adanya
sebab yang halal®®. Kesepakatan merupakan syarat utama
yang menunjukkan adanya persesuaian kehendak antara
para pihak tanpa adanya paksaan, kekhilafan, maupun
penipuan.”® Kecakapan menunjukkan bahwa para pihak
memiliki kemampuan hukum untuk melakukan perbuatan
hukum. Objek tertentu bg#arti perjanjian harus memiliki
objek yang jelas, bai barang maupun jasa.
I isi perjanjian tidak

sepakatan ‘harga &
gepul sebelum a en dapat
bagal “perjanjian yang sah
hi syarat-syarat A a diatur
20 KUHPerdata. an harga
ya persesuaian keher ara petani
mengenai  nilai

yang harus g pihak. Petani
berkewajiban sesuai dengan
kualitas yang disepakati, sedangkan  pengepul
berkewajiban membayar harga sesuai dengan perjanjian

* KUHPerdata, Pasal 1320.

" Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak
(Jakarta: RajaGrafindo, 2021), him. 6

™ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal
1320.
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yang telah dibuat.”

Perjanjian dalam hukum positif juga didasarkan
pada asas kebebasan berkontrak (freedom of contract),
yaitu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak
untuk menentukan isi perjanjian sesuai dengan
kepentingannya’®. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan
untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan
memilih dengan siapa membuat perjanjian, serta
kebebasan menentuk entuk perjanjian. Namun
kebebasan terseb mutlak karena tetap
dibatasi oleh o ng berlaku. Isi
perjanjian berte

faith)~yang meng ara pihak
erjanjian » dengan j
lain.”Asas itikad £
3) KUHPerdata ya an bahwa
Jilaksanakan deng i
bahwa para pihak ha
suai dengan kese

perubahan engepul setelah
masa panen i tindakan yang
tidak sesuai dengan asas itikad baik karena tidak
mencerminkan pelaksanaan perjanjian sesuai dengan

"2 Salim HS, Hukum Kontrak, hlm. 40.

73 Subekti, Hukum Perjanjian, him. 13.

™ Ahmadi Miru, Hukum Kontrak, him. 72.

™ Ridwan Khairandy, Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak
(Jakarta: Ul Press, 2021), him. 21.
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kesepakatan awal.”

Perjanjian juga memiliki fungsi sebagai alat untuk
memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam
melakukan transaksi ekonomi. Kepastian hukum
diperlukan agar setiap pihak mengetahui hak dan
kewajibannya sehingga dapat meminimalisir terjadinya
sengketa.”” Dalam praktik perdagangan hasil pertanian,
kepastian harga menjadi f@ktor penting karena berkaitan
langsung dengan pen ani.”® Apabila harga yang
telah disepakati sepihak, maka hal

ajiban dalam

Ktf hukum<y bahan isi

y dapat dilakuk terdapat

edua belah-pihak. perjanjian

secara tentangan dengan asas sualisme,
[ enyatakan bahwa ji hir karena

nsualisme
jadi dasar
ya suatu

perubahan h
masa panen menunjukkan adanya potensi pelanggaran

’® Salim HS, Hukum Kontrak, hlm. 55.

" R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, him. 20.

'8 Retna Dewi Lestari et al., “Kajian Permintaan dan Penawaran
Jahe di Masa Pandemi,” JEPA 6, no. 3 (2022): 1098-1108

¥ Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia, him. 50.

8 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia, him. 50
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terhadap asas pacta sunt servanda dan asas itikad baik®".
Petani sebagai pihak yang memiliki posisi tawar lebih
lemah seringkali tidak memiliki pilihan selain menerima
perubahan harga meskipun merugikan pihaknya. Kondisi
ini  menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam
hubungan perjanjian yang seharusnya memberikan
perlindungan yang sama bagi kedua belah pihak. Dalam
konteks perlindungan hulum, negara memiliki peran
penting dalam mencj istem hukum yang dapat

astian hukum, iti

pacta andas _menunjuk setiap
sah harus dilaksa I dengan
Perubahan harga seca hak tanpa

ujuan  kedua be
bagai = pelanggar
na tidak
I

81 Salim HS, Hukum Kontrak, him. 60.

8 Sisilia Venny dan Nuraini Asriati, “Permintaan dan Penawaran
dalam Ekonomi Mikro,” JURKAMI 7, no.1 (2022): 45-50,

8 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak, him. 80
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PRAKTIK JUAL BELI BAWANG MERAH DI DESA
KUPU KECAMATAN WANASARI KABUPATEN

BREBES

A. Gambaran Umum Desa Kupu
1. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Kupu

Desa Kupu m
berada dalam v

pakan salah satu desa yang
administratif Kecamatan
Provinsi Jawa Tengah.

Bujur - Timur, yang an posisi
da di'sebelah timu

administratif, De
erada di wilayah
rebes, Jawa Tenga
fa Pulau Jawa, tepatny

Timur,: Desa
Pesantunan Wilayah Desa Kupu terletak di daratan
rendah dengan ketinggian dari permukaan laut
sebesar 5 meter. Desa ini memiliki luas wilayah
sebesar Hektar  yang terbagi menjadi lahan
persawahan seluas 233,5 Hektar dan sisanya adalah

8 Ramli, kepala desa, di wawancarai Jumat 3 Oktober 2025
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pemukiman sebesar 61,22 Hektar.

Berdasarkan data monografi desa tahun 2026
jumlah penduduk Desa Kupu mencapai 6,190 jiwa
yang terdiri dari 5,647 laki-laki dan 5,241
perempuan. Desa Kupu terbagi ke dalam 5 Rukun
Warga (RW) dan 35 Rukun Tetangga (RT) sebagai
satuan wilayah terkecil dalam sistem pemerintahan
desa. Pembagian inidgerfungsi untuk mempermudah

pelayanan serta koordinasi
|.85

tercapainya Keser:
rubahan ._tersebut berupa

aat tanaman bawang mera sia sekitar
lalui sistem ijon, di

Ibu W******h’
seorang petani berusia 69 tahun yang telah
mengabdikan diri di bidang pertanian selama kurang
lebih 41 tahun dengan lahan seluas setengah bahu.
Menurut beliau: Harga yang telah disepakati sering
mengalami penurunan saat panenBerdasarkan hasil

8 Ramli, kepala desa, di wawancarai Kamis 23 April 2026
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wawancara, sebagian besar petani di Desa Kupu
pernah  mengalami  perubahan harga setelah
tercapainya kesepakatan awal dengan pengepul.
Perubahan tersebut umumnya berupa penurunan harga
beli ketika bawang merah telah memasuki masa
panen. Pada umumnya, transaksi dilakukan saat
tanaman bawang merah berusia sekitar 1,5 bulan
melalui sistem ijon, ana harga telah disepakati
sebelum panen di Namun, ketika waktu
isepakati tidak selalu

g. Pengepul beralas ga pasar
urun, jumlah bawa i

tersebut a ketika musim
panen ray erah mengalami
penurunan secara signifikan. Pernyataan tersebut
senada dengan keterangan Bapak W******d Bapak
T**r, Bapak Hj. T***p, dan Bapak T***0 yang juga
pernah  mengalami  penurunan harga setelah

2026

86 \W#r+x*xh petani desa kupu, di wawancarai Kamis 23 April
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sebelumnya mencapai kesepakatan dengan pengepul.
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat
dipahami bahwa praktik penurunan harga setelah
adanya kesepakatan awal masih sering terjadi dalam
transaksi jual beli bawang merah di Desa Kupu.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa harga yang
telah disepakati sebelum panen belum sepenuhnya
memberikan kepastia i petani.
1. Pengaruh FI a Pasar dan Kebijakan

ya, esuai rga dari
besar: atau Menurut
perubahanharga dilakukan
mereka  juga ikuti
gan harga di sar yang

lainkan karena
kondisi pasar yang tidak stabil. Beliau
menyatakan:

"Kalau harga pasar turun drastis, kami tidak
bisa membeli dengan harga awal. Jadi
kadang harus  menyesuaikan  harga.
Perubahan harga itu sebenarnya bukan
untuk merugikan petani, tetapi karena
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kondisi pasar sering berubah. Kalau harga
di pasar turun, kami juga harus
menyesuaikan. Apalagi saya juga mendapat
tekanan dari pedagang besar atau
distributor, jadi tidak bisa sepenuhnya
menentukan harga sendiri.®™

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak
E*i yang juga

Kerugian :
Jasarkan ketera ut dapat
bahwa “dari pengepul,

ensi dari
kelebihan

perubahan harga pada umumnya dilakukan
setelah  petani dan  pengepul  mencapai
kesepakatan awal mengenai harga jual bawang
merah. Pada saat akad berlangsung, kedua belah

87 g***m, pengepul desa kupu, di wawancarai Kamis 23 April
2026
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pihak telah menyepakati harga berdasarkan
kondisi tanaman, perkiraan hasil panen, serta
harga pasar saat itu. Bahkan dalam beberapa
transaksi, pengepul telah memberikan panjer
sebagai tanda jadi pembelian.

Namun demikian, ketika bawang merah
memasuki masa panen dan akan diambil oleh
pengepul, ha yang sebelumnya telah
i b mengalami perubahan.
ukan secara sepihak

pengepul,
ri rantai
rena itu,
besar dan

disepakati sebelumnya.

Berdasarkan  temuan  tersebut  dapat
disimpulkan bahwa praktik perubahan harga
secara sepihak dalam jual beli bawang merah di
Desa Kupu umumnya dilakukan setelah
tercapainya kesepakatan awal antara petani dan
pengepul. Kondisi ini menunjukkan belum
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adanya  kepastian  terhadap  pelaksanaan
kesepakatan yang telah dibuat sehingga
berpotensi  menimbulkan  ketidakseimbangan
kedudukan para pihak dalam transaksi jual beli
bawang merah
C. Transaksi Jual Beli Bawang Merah di Desa Kupu
Dalam  penelitian ini, peneliti  melakukan
wawancara secara langs dengan beberapa informan
yang dianggap men n terlibat dalam praktik
jual beli bawan a Kupu, Kecamatan
dipilih
yaitu

eh pengepul dalam
iteria. informan
ling “dalam pene
ang memiliki laha
(sebahu seperrem cara rutin
iFpanennya kepada pengep epul yang
asil panen petani di

elitian ini terdiri
atas lima orang petani bawang merah, dua orang
pengepul atau bakul bawang merah, serta dua tokoh
masyarakat Desa Kupu. Petani dipilih karena merupakan
pihak yang secara langsung mengalami praktik
perubahan harga dalam transaksi jual beli hasil panen.
Pengepul dipilih karena memiliki peran penting dalam
proses penentuan harga dan distribusi hasil pertanian,
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sedangkan tokoh masyarakat dipilin karena memahami
kondisi sosial masyarakat serta praktik jual beli yang
berkembang di Desa Kupu.
1. Mekanisme Jual Beli Bawang Merah
a. Jual beli dilakukan dengan sistem ijon.
Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme
jual beli bawang merah di Desa Kupu pada
menggunakan sistem ijon

pul datang

melakukan negaosiasi a dengan
gga tercapai kesep
. tersebut

desa

Wanasari. Oleh
karena itu, aktivitas jual beli bawang merah
menjadi kegiatan ekonomi utama masyarakat®®

Bapak Tobari selaku mantan Kepala Desa
Kupu menjelaskan bahwa sistem jual beli yang

8Badan Pusat Statistik, Statistik Hortikultura 2023 (Jakarta:
Badan Pusat Statistik, 2023)
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paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah
sistem ijon. Menurut beliau, pengepul biasanya
membeli bawang merah sebelum dipanen dengan
pembayaran dilakukan secara tunai ataupun
sebagian dari harga yang telah disepakati sebesar
50%. Beliau menyatakan: “Praktik jual beli
bawang merah membayar ke petani secara cash,
dan hampir sem ta-rata menggunakan sistem

kadang
I pasar

jual beli
pu. Sistem ini
memberikan kepastian pasar bagi petani sekaligus
memberikan kesempatan kepada pengepul untuk
memperkirakan hasil panen yang akan diperoleh.

8 Tobari, Toko Masyarakat, di wawancarai Kamis 23 April 2026
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b. Kesepakatan harga dilakukan melalui akad lisan
berdasarkan kepercayaan.

Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa
penentuan harga dalam transaksi jual beli bawang
merah dilakukan melalui akad lisan yang
didasarkan pada hubungan saling percaya antara
petani dan pengepul. Kesepakatan harga
diperoleh melal proses negosiasi setelah
pengepul mel injauan terhadap kondisi
tanaman di

n bahwa setelah
aman, kedua

jasi  untuk
j bersama.

wa _proses jual
anya pengepul da

numnya dilakukan ¢ an tanpa
danya perjanjian tertulis

T****0 yang

meny. harga selama ini
dilakukan secara lisan berdasarkan rasa saling
percaya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh
Bapak E*i selaku pengepul. Menurut beliau,
setelah melihat kondisi tanaman, pengepul

% *xr petani desa kupu, di wawancarai Kamis 23 April 2026
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melakukan negosiasi harga hingga diperoleh
kesepakatan bersama yang hanya dilakukan
secara lisan berdasarkan hubungan kepercayaan
yang telah terjalin sejak lama. Pernyataan tersebut
diperkuat oleh Bapak S**m yang menjelaskan
bahwa mekanisme serupa juga diterapkan dalam
setiap transaksi yang dilakukannya.

sil wawancara tersebut dapat

Jasarkan hasil pe
g merah di Desa
rtai dengan-perja
mengenai harga,

. Seluruh

g secara turun-
menyebabkan
masyarakat menganggap bahwa perjanjian tertulis
tidak diperlukan dalam pelaksanaan transaksi.
Meskipun sistem ini dianggap lebih
sederhana dan praktis, tidak adanya perjanjian
tertulis berpotensi menimbulkan permasalahan
apabila terjadi perbedaan pemahaman ataupun
perubahan terhadap kesepakatan yang telah
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dibuat, khususnya mengenai harga jual bawang
merah setelah masa panen. Dalam beberapa
kasus, perubahan harga secara sepihak masih
ditemukan meskipun sebelumnya telah tercapai
kesepakatan antara petani dan pengepul.
. Sebagian transaksi disertai panjer (uang muka).
Selain menggunakan sistem ijon dan akad
lisan, hasil penelian juga menunjukkan bahwa

Bapak . Ramli
engepul yang me
asa panen. Menu
ersebut . terkadang be
i_harga pasar yang

au menjelaskan
pakatan harga,
biasanya ia memberikan uang panjer sekitar 50%
dari nilai transaksi, sedangkan pelunasan
dilakukan ketika bawang merah diambil dari
lahan pertanian.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat
dipahami bahwa pemberian panjer merupakan
praktik yang cukup umum dilakukan dalam jual
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beli bawang merah di Desa Kupu sebagai bentuk

komitmen awal antara petani dan pengepul.

Namun demikian, keberadaan panjer tidak selalu

menjamin bahwa harga yang telah disepakati

akan tetap dipertahankan hingga masa panen

karena perubahan harga masih dapat terjadi
akibat fluktuasi harga bawang merah di pasar.

2. Dampak Perubahan ghlarga terhadap Petani dan
pengepul

a. Menurun

bawang “merah i dengan
n yang ‘telah dipe
ad dilakukan. AK
arapkan menjadi
berapa kondisi tida
ekonomi keluarga.”
tersebut  disam

bahkan
emenuhi

uas satu bahu.
yang dilakukan
setelah panen memberikan pengaruh yang cukup
besar terhadap pendapatan petani. Beliau
menyatakan:

"Awalnya sudah sepakat harganya, tapi pas
bawang diambil ternyata harganya diturunin
lagi. Kalau harga turun, jelas sangat
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berpengaruh.”®*

Pernyataan  tersebut senada  dengan
keterangan Bapak T*r, lbu W******h Bapak Hj.
T***p, dan Bapak T****0 yang juga mengakui
bahwa perubahan harga setelah kesepakatan awal
menyebabkan pendapatan yang diterima menjadi
lebih rendah dibgndingkan dengan yang telah

eberapa _kasus h: lan tidak
dengan biaya produksi
| penelitian
harga tidak
n petani, tetapi jug

bahwa
engurangi

upah tenaga Kerja.
pada saat panen, keuntungan yang diperoleh
menjadi sangat kecil bahkan tidak mampu
menutupi seluruh biaya produksi.

Bapak W******d mengungkapkan bahwa

9L xrwxq petani desa kupu, di wawancarai Kamis 23 April
2026
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kondisi tersebut sering kali dialami petani ketika
harga bawang merah turun secara drastis.
Menurut beliau: "Kadang hasil panen tidak
sebanding dengan  biaya yang sudah
dikeluarkan®." Berdasarkan keterangan tersebut
dapat dipahami bahwa perubahan harga secara
sepihak  berpotensi  menimbulkan  kerugian
ekonomi bagi ni karena seluruh biaya

a jual masih dapat

n bahwa
menerima

" besar petani
an harga yang dila pengepul
pawang  merah omoditas
ak dapat. disimpa ktu lama.
penjualan ditunc
akan menurun se
rendah bahkan ;

lalu lama tidak
dan bisa busuk.
Akhirnya kami terpaksa menerima harga
yang ditentukan pengepul®™"

92 \Wxrwxq petani desa kupu, di wawancarai Kamis 23 April
2026

3 Wrxrwxq petani desa kupu, di wawancarai Kamis 23 April
2026
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Beliau juga menambahkan bahwa mencari
pembeli lain pada saat panen raya sangat sulit
karena hampir seluruh pengepul menerapkan
harga yang mengikuti kondisi pasar. Selain itu,
petani Kkhawatir hubungan dengan pengepul
akan terganggu apabila menolak perubahan
harga sehingga hasil panen berikutnya
berpotensi tida i dibeli oleh pengepul yang

wawancara tersebut

penelitian
an harga setelah
menimbul

erbeda dengan
ti  sebelumnya,
sehingga  menimbulkan  perasaan  tidak
memperoleh perlakuan yang adil dalam
transaksi jual beli.Bapak (i Askabakabalale
mengungkapkan:

"Saya sebenarnya keberatan, tapi mau
bagaimana lagi. Jarang sekali menolak.
Takut nanti pengepul tidak mau membeli
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hasil panen kami lagi. Jadi meskipun
merasa dirugikan, biasanya tetap diterima.
Posisi petani memang lemah. Karena hasil
panen harus cepat dijual, kami tidak
punya waktu untuk menunggu harga naik.
Tentu kecewa. Tapi keadaan memaksa
kami untuk tetap menjual supaya modal
bisa kembali dan kebutuhan sehari-hari

apak S***m selaku

'- pasar.di_atas. a di sana

otomatis ka harus
aikan.*®" Pernyata diperkuat
apak E*1" yang n bahwa

n antara petani da
atas dasar keperc
panjang. = Apabila
nyelesaiannya

tersebut dapat
perbedaan sudut
pandang antara petani dan pengepul terhadap
praktik perubahan harga. Petani menghendaki

% \Wrsrsxkd petani desa kupu, di wawancarai Kamis 23 April
2026

% g***m, pengepul desa kupu, di wawancarai Kamis 23 April
2026
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kepastian harga sesuai dengan kesepakatan awal
karena Dberkaitan dengan pendapatan dan
keberlangsungan usahanya. Sebaliknya,
pengepul memandang perubahan harga sebagai
konsekuensi  dari  fluktuasi  pasar dan
penyesuaian harga di tingkat pedagang besar
maupun distributor. Perbedaan kepentingan
tersebut menimpg@lkan ketidakpuasan serta rasa
an petani dan berpotensi

3. Posisi Petani dan

merah di

Kupu+ lemah
gkan dengan Kondisi
terlihat ketika ter han harga

adanya  kesepakata
besar petani

sifat

waktu lama, serta ketergantungan petani
terhadap pengepul sebagai pembeli utama hasil
panen.

Bapak T****q, seorang petani berusia 32
tahun yang telah bekerja di bidang pertanian
selama kurang lebih 16 tahun dengan lahan
seluas 600 mz2, menjelaskan bahwa dirinya
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pernah mengalami perubahan harga setelah
tercapainya kesepakatan dengan pengepul.
Menurut beliau:

"Awalnya sudah sepakat harganya, tapi
pas bawang diambil ternyata harganya
diturunin lagi. Kalau tidak dijual ke
pengepul itu, kita bingung mau jual ke
i punya akses ke pasar besar
g menolak kalau harga

anvserupa. Mere
etani dalam- trans: ung lebih
arena tidak me
yengepul . melakuk;
| kesepakatan awal.
erdasarkan hasil

Petani bergantung pada pengepul
saluran pemasaran utama

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
sebagian besar petani di Desa Kupu sangat
bergantung pada pengepul sebagai saluran

sebagai

% Txkxg petani desa kupu, di wawancarai Kamis 23 April 2026
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utama pemasaran hasil panen bawang merah.
Petani umumnya tidak memiliki akses langsung
kepada pedagang besar, distributor, maupun
pasar yang lebih luas sehingga hasil panen
hampir seluruhnya dijual melalui pengepul.
Bapak T****0 menjelaskan bahwa
keterbatasan akses tersebut membuat petani
tidak memilikiggilihan selain menjual hasil
panennya engepul yang telah
jak awal. Kondisi ini
W******d’ Ibu
n Bapak T**r

en.

rdasarkan: ketera

i bahwa ketergant

menjadi salah yang
isi  peng proses

. Keberadaan penc

pembeli,

eli jika menolak
perubahan harga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
salah satu alasan petani menerima perubahan
harga adalah adanya kekhawatiran kehilangan
pembeli apabila menolak harga yang ditawarkan
oleh pengepul. Hubungan yang telah terjalin
dalam waktu lama membuat petani berusaha
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mempertahankan kerja sama dengan pengepul
agar hasil panen pada musim berikutnya tetap
memiliki pembeli.

Bapak T****0 menyatakan bahwa dirinya
jarang menolak perubahan harga karena
khawatir pengepul tidak lagi membeli hasil
panennya. Pernyataan tersebut didukung oleh
informan petanjglainnya yang mengaku lebih
memilih arga yang diturunkan
dari isiko hasil panennya

ang sulit untuk |
perubahan  hg
an pembeli tetap” men;j alah satu

| juga mengaku te arga dari
agang besar atau distribute

yang berlaku di
tingkat pedagang besar maupun distributor
sebagai bagian dari rantai distribusi bawang
merah.

Bapak  S***m selaku pengepul
menjelaskan: "Kami tidak ingin merugikan
petani, tapi kondisi pasar yang memaksa seperti
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itu, bahkan kami memberikan panjer.®™

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak
E*i yang menjelaskan bahwa perubahan harga
umumnya dipengaruhi oleh kondisi pasar yang
terus berubah. Menurut beliau, dalam beberapa
transaksi pengepul juga memberikan uang
panjer sebagai tanda jadi pembelian dan bentuk
enjalin kerja sama dengan

petani
4. Kesadaran hu

emusatkan perhatic
hasil  panen
gan yang dapat
enuhi kebutuhan hidup's
usim tanam beri
AL aspek h

untuk
gai modal

oleh Bapak Hj.
73 tahun yang
telah bekerja di bidang pertanian selama kurang
lebih 49 tahun dengan lahan seluas satu bahu
seperempat. Dalam  wawancara, beliau
menyatakan:"Kalau soal hukum, saya kurang

9 s***m pengepul desa kupu, di wawancarai Kamis 23 April
2026
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paham. Yang penting bisa jual dan dapat uang
dan gak rugi banget, minimal bisa buat modal
nandur.%"

Pernyataan  tersebut senada dengan
keterangan Bapak Wd, lbu Wh, Bapak T**r,
dan Bapak T****0 yang pada umumnya
mengakui bahwa mereka belum memiliki
emadai mengenai ketentuan

tersebut dapat
petani masih
i praktis
disi  ini
ketentuan
tif belum
dalam
merah.
ui bahwa

Islam “maupun h

pertimbangan
aan transaksi jual |
besar petani tida
an  harga sepiha
n
sil

penelitian
sar petani b

n awal dapat
dipa i garan  terhadap
perjanjian. Para petani lebih memandang
perubahan harga sebagai risiko yang biasa
terjadi dalam perdagangan bawang merah
daripada sebagai persoalan hukum.

Bapak Hj. Tp menjelaskan bahwa selama

% HjT***p petani desa kupu, di wawancarai Kamis 23 April 2026
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hasil panen masih dapat dijual dan modal untuk
musim tanam berikutnya dapat kembali,
perubahan harga umumnya tetap diterima oleh
petani. Pandangan tersebut juga disampaikan
oleh Bapak Wd, Ibu Wh, Bapak Tr, dan Bapak
T***0 yang mengaku tidak mengetahui adanya
hak-hak hukum yang dapat digunakan apabila
harga setelah kesepakatan

transaksi
kat lebih
melalui

e hukum formal
lebih

m, baik hukum
. Namun, dalam
praktik sehari-hari aturan tersebut tidak selalu
dijadikan dasar utama dalam menyelesaikan
persoalan transaksi. Beliau menyatakan: "Dari
masyarakat sendiri mengerti hukum positif dan
hukum Islam, tapi kadang kebanyakan enggak
dipakai. Namanya juga masyarakat."
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Senada dengan hal tersebut, Bapak E*i
selaku pengepul menyampaikan:"Saya tahu
kalau enggak bayar atau panjer saya pasti kena
hukum, yang penting musyawarah."

Berdasarkan keterangan tersebut dapat
dipahami bahwa penyelesaian sengketa dalam
praktik jual beli bawang merah lebih banyak
dilakukan melal@i komunikasi, musyawarah,
a daripada melalui jalur

gpercayaan dan k an masih
dasar utama trans
rdasarkan - hasil
aan dan hubunga

dasar . utama : laksanaan
jual beli bawang esa Kupu.
dibangun
ng secara

| beli bawang
masyarakat sejak

dahulu. Menurut beliau:

"Penjual dan pembeli itu kan sudah
menjadi kebiasaan dari dulu-dulu, adat
istiadat sejak zaman kakek saya. Jadi
sistemnya dianggap sah. Kalau sudah
sepakat harga di awal, seharusnya
dijalankan. Kalau diubah sendiri itu
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kasihan petani dan tidak adil, tapi ya
gimana lagi, namanya jual beli pasti ada
naik turunnya harga. Yang penting
dimusyawarahkan lagi, secara syar'i sah
kecuali tidak dimusyawarahkan lagi.”®

Berdasarkan seluruh hasil wawancara
tersebut dapat dipahami bahwa budaya
kepercayaan d ekeluargaan masih menjadi
fondasi uta hubungan antara petani
u. Nilai-nilai tersebut
untuk  lebih

perhatian”’ utam
n harga  setelah

praktik
n masih
beli

% Tobari tokoh masyarakat desa kupu, di wawancarai Kamis 23
April 2026



BAB IV
ANALISIS TERHADAP PERUBAHAN HARGA
BAWANG MERAH DIDESA KUPU

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Harga
Secara Sepihak dalam Praktik Jual Beli Bawang
Merah di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten
Brebes

Faktor-faktor y.
perubahan harga

tar belakangi terjadinya
yang diantaranya;
merupakan alasan

praktik Cetika en bawang
merah ersamaan di‘berb

petani
yang

pengepul
langsung

posIsI i ahan  harga.
Seluruh trans h di Desa Kupu
dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan semata. Kelima,
faktor  budaya lokal masyarakat Jawa yang
mengedepankan nilai kerukunan, gotong royong, dan
nrimo ing pandum (menerima apa adanya) turut
berkontribusi secara signifikan terhadap sikap pasif petani
dalam menghadapi perubahan harga.Keenam, faktor
sistem panjer atau uang muka yang diberikan pengepul

72
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kepada petani juga menjadi salah satu mekanisme yang
secara tidak langsung memperkuat posisi dominan
pengepul.

Faktor-faktor tersebut selanjutnya dianalisis dengan
dua perspektif hukum yang menjadi kerangka teoritis
penelitian ini, yaitu hukum Islam dan hukum positif
(hukum perdata Indonesia). Kedua perspektif ini
digunakan untuk menilai anisme akad yang terjadi di
Desa Kupu dan p harga yang terjadi di
dalamnya.

1. Tinjauan

Perubahan Harga

nsaksi jual
pengepul
nyeluruh,
kekuatan
ad " tersebut,  hi aian atas
ubahan harga ya i n setelah
ati. Analisis ini ada dalil-
, hadis, prinsip-p i
-MUI - No. 1104

pengepul telah
memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam hukum
Islam. Berdasarkan hasil penelitian lapangan dalam
Bab IlII, jual beli bawang merah di Desa Kupu
dilakukan dengan kehadiran dua pihak yang
berakad, yaitu petani sebagai penjual (al-bai) dan
pengepul sebagai pembeli (al-musytari), dengan
objek akad yang jelas berupa bawang merah yang
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siap panen, harga yang disepakati secara lisan, serta
adanya ijab dan gabul yang dinyatakan melalui
pertemuan langsung di lahan pertanian atau melalui
negosiasi yang menghasilkan kesepakatan. Dengan
terpenuhinya unsur-unsur ini, akad jual beli tersebut
pada dasarnya telah memenuhi rukun akad dan
dinyatakan sah menurut hukum Islam.

jkkian, keabsahan formal suatu

mensyaratkan

juga

nilai yang

t-taradhi),

, transparansi i rar), dan
juran).

an utama bagi p um Islam

T dalam

tik iniradalah fir
ayat 29:

ang  beriman!
memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku
dengan suka sama suka di antara kamu."
(QS. An-Nisa: 29)
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Ayat ini merupakan fondasi normatif yang
sangat tegas dalam hukum Islam: bahwa setiap
transaksi ekonomi wajib didasarkan pada prinsip suka
sama suka (at-taradhi) antara kedua belah pihak.
Prinsip at-taradhi bukan hanya berlaku pada saat akad
dibentuk, tetapi juga harus tetap terjaga sepanjang
pelaksanaan akad tersebut. Ketika petani terpaksa
menerima perubahangaarga bukan karena kerelaan

satu pihak me u kondisi
ada pilihan lain, : na benar-
‘maka kondisi ini dalam ologi figh

Selanjutnya perlu dianalisis mengenai kekuatan
mengikat akad jual beli yang telah terbentuk. Dalam
figh muamalah, akad jual beli (al-bai’) termasuk
dalam kategori akad lazim, yaitu akad yang mengikat

199 Nur Aisyah dan M. Rizal, "Prinsip Taradhi dalam Akad Jual
Beli Perspektif Hukum Islam,” Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah 5,
no. 1 (2024): 45.
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kedua belah pihak dan tidak dapat dibatalkan atau
diubah secara sepihak tanpa adanya persetujuan pihak
lain. Kaidah figh yang relevan berbunyi: "al-ashlu fi
al-\uqud al-luzum" yang berarti bahwa asas dasar
dalam akad adalah mengikat.’®* Ini berarti bahwa
sekali kesepakatan harga terbentuk dan akad jual beli
dinyatakan sah, maka harga tersebut memiliki
kekuatan mengikat yagestidak dapat diubah oleh salah
satu pihak saja.
Prinsip i isit ditegaskan dalam

dan hanya
sepakatan
kehendak

Hukum
1) secara
mengikat
n atas isi

ujuan aktif dan
ntangan dengan

101 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, 68; Mardani, Hukum Sistem
Ekonomi Islam (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), 107

192 DSN-MUI, Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad
Jual Beli; Siti Nurjanah & Najikha Akhyati, "Analisis Fatwa DSN MUI
No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli," Syarie: Jurnal
Pemikiran Ekonomi Islam 8, no. 1 (2025): 33.

103 Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
(Jakarta: MA RI, 2021), Pasal 20 ayat (1).
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prinsip akad lazim dalam hukum Islam. Perubahan
harga tersebut bukan hanya merusak kepastian akad,
tetapi juga berpotensi melanggar prinsip-prinsip
syariah yang lebih fundamental, yaitu larangan gharar
dan larangan eksploitasi (zhulm).

Gharar secara harfiah berarti ketidakpastian atau
risiko yang tersembunyi. Dalam transaksi jual beli
bawang merah di D Kupu, ketidakpastian harga
akhir yang ak a petani saat panen
berlangsung gharar yang nyata.
Petani me I ha aat akad dibuat,

' i apakah harga
atau akan
ondisi ini
/ secara
merugikan-petani, nya tidak
prinsip kejelasan da stian (al-
iwajibkan dalam &
auh, konsep zhu an atau
dalam Islam melz tindakan
~Sistematis merugikar ang lebih
SWT berfirman d

Artin

"kamu tidak berbuat zalim dan tidak pula
dizalimi.” (QS. Al-Bagarah: 279)

104 Oni Sahroni, Figh Muamalah Kontemporer (Jakarta:
RajaGrafindo, 2021), 94
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Ketika  pengepul  memanfaatkan  posisi
dominannya untuk menurunkan harga yang telah
disepakati, dan petani terpaksa menerima karena tidak
memiliki pilihan lain, maka kondisi tersebut secara
substantif merupakan bentuk zhulm terhadap petani.
Islam dengan tegas melarang setiap bentuk transaksi
yang mengandung unsur ketidakadilan, meskipun

ransaksi tersebut tampak

merupakan  pen
but, yang dalam i akhlak
sebut sebagai g an yang
atau setidaknya t

ariah)  dalam
Islam menjamin
hak setiap individu untuk memperoleh dan
mempertahankan harta yang diperoleh secara halal
dan adil. Ketika hak petani untuk menerima harga
sesuai kesepakatan dilanggar, maka salah satu

105 jasser Auda, “Magasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic
Law” (London: 11T, 2022), 112.
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magashid al-syariah yang paling fundamental telah
terabaikan.'® Perlu juga dicermati bahwa meskipun
ada kasus di mana pengepul melakukan perubahan
harga melalui  musyawarah  bersama petani
sebagaimana diklaim oleh Bapak E*i namun fakta
bahwa petani tidak memiliki posisi tawar yang setara
mengakibatkan ~ "musyawarah”  tersebut secara
substansi tidak mepgerminkan kesepakatan yang
bebas. Bapak T agai tokoh masyarakat
beli itu kan sudah

Insip-prinsip.kead

. Apabila

aan ~masyarakat g unsur

gharar, atau p terhadap

adhi, maka kebig but tidak
an dasar pembenarar

itas) bagi
merugikan. Kaid :

Islam di atas,
dapat di ketahui bahwa perubahan harga secara sepihak
oleh pengepul dalam jual beli bawang merah di Desa

106 Oni Sahroni dan Adiwarman Karim, “Magashid Bisnis dan
Keuangan Islam” (Jakarta: RajaGrafindo, 2021), 78.

197 Tobari, tokoh masyarakat desa kupu, di wawancarai Kamis 23
April 2026

108 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana,
2021), 95.
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Kupu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam,
karena bertentangan dengan: (1) prinsip at-taradhi
(kerelaan) sebagaimana diwajibkan QS. An-Nisa ayat 29;
(2) kaidah akad lazim yang menyatakan bahwa akad tidak
dapat diubah secara sepihak; (3) ketentuan Fatwa DSN-
MUI No. 110/DSN-MUI/1X/2017 dan KHES Pasal 20
ayat (1); (4) larangan gharar (ketidakpastian) dalam
transaksi; (5) larangan m (kezaliman); (6) prinsip
amanah; serta (7 id al-syariah  dalam
itu, perubahan harga
tersebut gori ai  pelanggaran
terhadap i ip huku i syariah yang

n Harga

ktif hukUm positi penilaian
perubahan harga ¢ ak dalam
merah:di Desa K i

mengenai
ata), asas

erjanjian yang
dibahas dalam

menjadi lan
Bab II.
Langkah pertama dalam analisis hukum positif
adalah menilai keabsahan perjanjian jual beli bawang
merah yang terbentuk antara petani dan pengepul. Pasal
1320 KUH Perdata menetapkan empat syarat sahnya
suatu perjanjian, yaitu: (1) adanya kesepakatan mereka
yang mengikatkan diri; (2) kecakapan para pihak untuk
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membuat perjanjian; (3) suatu pokok persoalan tertentu;
dan (4) sebab yang tidak terlarang.’® Dalam praktik jual
beli bawang merah di Desa Kupu, keempat syarat ini
pada dasarnya telah terpenuhi: terdapat kesepakatan
harga yang dibuat secara lisan antara petani dan
pengepul, kedua pihak adalah orang dewasa yang cakap
hukum, objek perjanjian adalah bawang merah yang jelas
jenisnya, dan sebab (kalsa) dari perjanjian tersebut
adalah halal karena j erupakan kegiatan yang
diizinkan oleh hu

: Indonesia
konsensualisme, yai as yang
a perjanjian lahi ikat sejak

pakat di._antara k, tanpa
k bentuk

ditentukan lain ole dang.

esepakatan. terbentuk perjanjian

mereka yang

Asas ini dikenal dengan istilah pacta sunt servanda,
yang dalam literatur hukum perjanjian Indonesia
merupakan salah satu asas yang paling fundamental.

19 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320; Ananda
Bunga Neesya dkk., "Tinjauan Yuridis terhadap Syarat Keabsahan
Perjanjian dalam Hukum Kontrak Indonesia," Causa: Jurnal Hukum dan
Kewarganegaraan 14, no. 9 (2025): 31.
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Makna dari asas ini adalah bahwa setiap perjanjian yang
telah dibuat secara sah harus ditaati dan dilaksanakan
oleh para pihak yang membuatnya, dengan kekuatan
yang sama seperti undang-undang. Implikasinya sangat
jelas: tidak ada satu pihak pun yang dapat mengubah isi
perjanjian secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain.**°
Ketika pengepul menurunkan harga yang
sebelumnya telah di kati tanpa mendapatkan
persetujuan aktif da ri petani, maka tindakan
tersebut secara te engan asas pacta sunt
servanda. Har ah di hmerupakan bagian
' jian yan agai "undang-

ndalam, Pasal 1 (3) KUH

bahkan  bahwa harus
gan “itikad baik r trouw)
k ini mengandung wa dalam
rjanjian, para pih ya terikat
pada “perjanjian itu sendir uga pada

dan keadilan ya

saan ekonomi
petani, secar i insip itikad baik
ini. Itikad baik menuntut bahwa setiap pihak harus

10 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas

Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial (Jakarta: Kencana, 2021), 89;
Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 2022), 41

Ridwan Khairandy, “ltikad Baik dalam Kebebasan
Berkontrak” (Jakarta: Ul Press, 2021), 120; Suadi, "Asas Itikad Baik
dalam Hukum Perjanjian Indonesia," Jurnal Yudisial 16, no. 3 (2023):
214
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bertindak jujur, adil, dan tidak menggunakan kelemahan
pihak lain sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan
sepihak.

Selain asas pacta sunt servanda dan itikad baik,
asas konsensualisme juga menjadi pisau analisis yang
relevan. Perubahan harga yang dilakukan pengepul pada
dasarnya adalah upaya mengubah isi kesepakatan secara
sepihak, yang bertentangal, dengan asas konsensualisme
itu sendiri. Dalam rdata, setiap perubahan
terhadap isi didasarkan  pada
kesepakatan ara pihak, bukan
atas dasar Apabila suatu
an tersebut
ena tidak
but cacat

an sangat
arkan ketiadaan pi t: "Posisi
emah. Karena has rus cepat
punya waktu u gu harga
a. Tapi keadaan mer

tegas

luas termasuk
paksaan ek atau paksaan
keadaan  (misbruik van omstandigheden) dapat
dikualifikasikan sebagai mengandung cacat kehendak.
Meskipun konsep economic duress belum secara
eksplisit diatur dalam KUH Perdata Indonesia yang

2026

M2 \\#xxxxd  petani desa kupu, di wawancarai Kamis 23 April
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berlaku saat ini, namun prinsip ini telah berkembang
dalam doktrin dan yurisprudensi hukum perjanjian
modern sebagai pengembangan dari asas itikad baik.*"
Pelanggaran terhadap harga yang telah disepakati
juga dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi (ingkar
janji) sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH
Perdata yang berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian,
dan bunga karena tidak@dipenuhinya suatu perikatan
mulai  diwajibkan ebitur, walaupun telah
dinyatakan lalai, memenuhi perikatan
[ ji diberikan atau
dilakukannya

prestasi.  tetapi
prestasi . ~tetapi
2suatu yang tidak kan oleh
konteks jual be merah di

ai dengan nilai

yang telah di :
Konsekuensi hukum dari wanprestasi berdasarkan
Pasal 1243 KUH Perdata adalah kewajiban ganti rugi.

13 |wan Erar Joesoef, Hukum Perjanjian: Asas, Teori, dan Praktik
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022), 157.

1% Alfarisi Mokodompit dkk., "Wanprestasi dan Hak Atas Ganti
Rugi menurut Pasal 1243 KUH Perdata,” Lex Administratum: Jurnal
Fakultas Hukum Unsrat 13, no. 4 (2025).
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Secara teoritis, petani yang mengalami kerugian akibat
penurunan harga sepihak berhak untuk menuntut ganti
rugi dari pengepul. Ganti rugi tersebut mencakup selisih
antara harga yang seharusnya dibayar berdasarkan
perjanjian dengan harga yang sebenarnya dibayarkan,
ditambah dengan kerugian lain yang dapat dibuktikan
secara kausal merupakan akibat dari wanprestasi

pengepul.

itian ini menemukan fakta

ketakutan

5 distribusi hasil tekanan
menyelesaikan secara
dengan sangat te ambarkan

sosiologi hukum™ di sebagai

an Il penelitian
normatif telah
memberikan perlindungan yang memadai bagi petani
melalui  ketentuan KUH Perdata. Namun, dalam
praktiknya, perlindungan tersebut tidak dapat diakses
secara efektif oleh petani yang secara sosial, ekonomi,
dan pendidikan berada dalam posisi yang lemah.**

115 Hellen S. De Lima dkk., "Analisis Hukum Kontrak dalam
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Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Bapak
Ramli, Kepala Desa Kupu:

"Kebanyakan menjual bawang merah
kepada juragan-juragan bawang merah
(pengepul)  yang secara langsung
menyurvei ke lahan pertanian bawang
merah yang siap panen disitulah terjadi
tawar-menawarg harga bahkan ada dari

ak ada.Upaya int

n implementasi h
, bukan hanya di I¢
ektif hukum pos
han harga secara sepi

| bawang merah di

terjadi di
u petani.

diketahui
pengepul

anakan sesuai
sal 1338 ayat 3
KUH Perdata) yang melarang penggunaan posisi
dominan untuk merusak keseimbangan perjanjian; (3)
asas konsensualisme yang mengharuskan setiap
perubahan isi perjanjian didasarkan pada kesepakatan

Sistem Hukum Indonesia," Jurnal Hukum Sasana 11, no. 1 (2024): 10.
116 Ramli, tokoh masyarakat desa kupu, di wawancarai Kamis 23
April 2026
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bebas dari kedua belah pihak; serta (4) ketentuan tentang
wanprestasi  (Pasal 1243 KUH Perdata) yang
memberikan hak ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Namun secara empiris, hukum positif belum
mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi
petani karena terdapat jurang yang sangat lebar antara
normativitas hukum dengan realitas sosial masyarakat
agraris Desa Kupu yangg@lipengaruhi oleh ketimpangan
ekonomi, rendahny. erhadap keadilan, dan
kuatnya pengaru

i oleh ‘beberapa g saling
faktor-tersebut tid
angan bawang
ga dipengaruhi o hubungan

faktor yang

Pertam asar merupakan
alasan yang paling sering dikemukakan oleh pengepul
dalam praktik perubahan harga. Ketika musim panen
bawang merah tiba secara bersamaan di berbagai daerah,
pasokan bawang merah di pasar meningkat tajam
sementara permintaan cenderung tetap atau bahkan
menurun. Kondisi ini mengakibatkan harga bawang
merah di tingkat pasar mengalami penurunan yang
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signifikan. Pengepul sebagai pelaku distribusi yang
berada di tengah rantai perdagangan mengklaim bahwa
mereka tidak dapat membeli bawang merah dari petani
dengan harga yang telah disepakati karena harga jual di
pasar yang lebih besar ikut turun.

Pernyataan Bapak S***m, seorang pengepul, yang
diwawancarai dalam penelitian ini secara tegas
mengonfirmasi logika ini;

"Kalau harga
bisa membeld

rastis, kami tidak

' pedagang besar
sa sepenuhnya m

ul sendiri
mendapat

ni mengungkap b
ai distribusi yang p

dikritisi seca erakan harga itu
sendiri, melainkan apakah dinamika pasar tersebut dapat
dijadikan alasan yang sah untuk membatalkan atau

W7 gx+xm kepala desa , di wawancarai Kamis 23 April 2026

18 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam (Jakarta:
RajaGrafindo, 2021), 57; Rachma Febriyanti dkk., "Dekonstruksi dan
Reformulasi Teori Permintaan dan Penawaran Berbasis Nilai Syariah,"
Jurnal Sharia Economica 5, no. 1 (2026): 1
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mengubah harga yang telah disepakati dalam akad.
Dalam kerangka hukum Islam maupun hukum positif,
jawaban atas pertanyaan ini adalah tidak, kecuali
perubahan tersebut dilakukan melalui kesepakatan ulang
yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Kedua, faktor asimetri informasi (asymmetric
information) menjadi penyebab struktural yang paling
mendasar dari terjadinya bahan harga secara sepihak.
Petani bawang merah upu pada umumnya tidak

nefani tidak mampu
al tentang penurunar
dilebih=lebihkan.
bangan (informasi
elembagaan™ seba
ciptakan kondisi sial untuk
pihak yang me i asi lebih
pul) untuk menekan he i pi
terbatasan informasi

alam transaksi
sehingga me . m konteks ini,
ketidakjujuran  informasi, meskipun tidak selalu
disengaja, berpotensi melanggar prinsip transparansi yang
menjadi salah satu syarat sahnya akad dalam hukum
Islam.

Bapak HJ T***p, seorang petani, secara jujur
mengakui ketidaktahuannya terhadap kondisi pasar ketika
diwawancarai: "Kalau soal hukum, saya kurang paham.
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Yang penting bisa jual dan dapat uang™®."

Pernyataan singkat ini sesungguhnya mengandung
makna yang dalam. Petani tidak hanya tidak memahami
hak hukumnya, tetapi juga tidak memiliki kapasitas untuk
memverifikasi apakah perubahan harga yang ditawarkan
pengepul itu wajar atau tidak. Posisi ini secara nyata
menggambarkan apa yang dalam literatur hukum
ekonomi disebut sebagajgRargaining power yang tidak
seimbang, yang man ersebut merupakan salah
satu akar dari keti

Ketiga,
terhadap

ekonomi petani
yang paling
j akhirnya
dirugikan.
rusak dan
. Apabila

pan dalam-jangka
, kualitasnya akan erpotensi

berarti._kerugia I petani.
2mpatkan petani o an waktu
untuk segera men
ain, akses distribusi pet

paling muda
menciptakan dak seimbang, di
mana pengepul memiliki kekuatan untuk menentukan
harga sedangkan petani hanya memiliki pilihan untuk
menerima atau menanggung risiko hasil panen tidak
terjual.

M9H), T***p, petani desa kupu, di wawancarai Kamis 23 April
2026
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lbu W******h  segrang petani, menceritakan
situasinya dengan gamblang:

"Kalau harga turun, jelas sangat berpengaruh.
Kadang hasil panen tidak sebanding dengan
biaya yang sudah dikeluarkan. Soalnya bawang
merah tidak bisa disimpan lama. Kalau terlalu
lama tidak dijual, kualitasnya turun dan bisa
busuk. Akhirnya kami terpaksa menerima harga
yang ditentukan ul. Saya sebenarnya
keberatan, tapi imana lagi. Cari
pembeli lai

3 'ﬂbu \N******h~
as bahwa peneri
pukanlah ekspresi kere ng murni
merupakan bent
berdayaan ekono
erelaan 'yang tery

legitim  bagi
huku

dalam arti sebagai cacat
kehendak yan njian.

Keempat, faktor absennya perjanjian tertulis turut
memperparah posisi petani dalam menghadapi perubahan

120 \rwxwxxhy petani desa kupu, di wawancarai Kamis 23 April
2026

21 Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2021), 72; Abdul Rahman Ghazaly dkk., Figh Muamalat
(Jakarta: Prenadamedia, 2021), 89
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harga. Seluruh transaksi jual beli bawang merah di Desa
Kupu dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan semata.
Tidak ada dokumen yang mencatat harga yang telah
disepakati, kualitas bawang yang diperjanjikan, atau
mekanisme penyelesaian jika terjadi perubahan kondisi
pasar. Ketiadaan bukti tertulis ini menyebabkan petani
tidak memiliki alat untuk mempertahankan hak mereka
ketika terjadi sengketa ha

tetap sah
ketiadaan
enjadi. kelemahan
i tidak dapat me i arga yang
disepakati, sehing
gklaim bahwa ha isebutkan
perkiraan, bukan: tan yang
isi ini merupakan

akat Jawa yang
mengedepan ng royong, dan
nrimo ing pandum (menerima apa adanya) turut
berkontribusi secara signifikan terhadap sikap pasif petani
dalam menghadapi perubahan harga. Sebagaimana
diungkapkan oleh Bapak Tobari, mantan kepala desa,
bahwa praktik jual beli ini sudah berlangsung sejak

122 T#xr petani desa kupu, di wawancarai Kamis 23 April 2026



93

zaman dahulu dan dianggap sah secara norma sosial
setempat. Nilai budaya tersebut menciptakan tekanan
sosial bagi petani untuk tidak mempermasalahkan
perubahan harga demi menjaga hubungan baik dengan
pengepul.

Bapak Ramli, Kepala Desa Kupu 2026,
memberikan konfirmasi atas hal ini: "Dari masyarakat
sendiri mengerti hukum itif dan hukum Islam tapi,
kadang kebanyakan ke, bahwa ada larangan
jual beli tetep mesti j

perasaan / t dalam
s Jawa’ mencipta

kondisi ini dikena
antara ks dan law in ac
norma etapi tidak diterapkan™

g memperkuat
posisi domin mberikan panjer
sebelum panen, pengepul menciptakan kewajiban moral
dan ekonomi bagi petani untuk menjual hasil panennya
kepada pengepul tersebut. Ketika harga kemudian
berubah saat panen tiba, petani merasa tidak memiliki

123 Ramli, tokoh masyarakat, di wawancarai Kamis 23 April 2026
124 Nuriyadi, "Budaya Hukum Masyarakat Agraris dalam Praktik
Perdagangan Tradisional," Jurnal Socius 12, no. 1 (2024): 92.
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posisi tawar untuk menolak karena sudah menerima uang
muka dari pengepul. Bapak E*i, seorang pengepul,
mengakui praktik ini:

"Saya biasanya datang langsung ke lahan
pertanian untuk melihat kondisi tanaman
terlebih dahulu. Setelah itu, saya melakukan
negosiasi harga dengan petani hingga mencapai
kesepakatan bersa Kesepakatan hanya
dilakukan secara Jé rdasarkan rasa saling
percaya tanpa jian tertulis entah

i panjer pada
h dalamjual beli,
Ormasi  dan posis
dapat berfungsi se
ebebasan petani u
perubahan harge
“Semestinya  berfungsi
ransaksi justru dapa

konteks
ng tidak
'pengikat”
I pembeli

dipaparkan d
di Desa Kupu, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes
dilaksanakan melalui mekanisme sederhana yang
bertumpu pada kepercayaan antara petani dan pengepul.
Kesepakatan harga umumnya dibuat secara lisan sebelum
atau saat masa panen tiba, tanpa disertai perjanjian tertulis

125 E*j, pengepul desa kupu, di wawancarai Kamis 23 April 2026
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yang mengikat secara formal. Meskipun kesepakatan
tersebut secara hukum telah melahirkan hubungan
perjanjian yang sah, dalam praktiknya harga yang semula
disepakati kerap berubah secara sepihak oleh pihak
pengepul ketika hasil panen siap diserahterimakan.
Realitas ini menunjukkan bahwa perubahan harga bukan
semata-mata fenomena ekonomi yang netral, melainkan
sebuah persoalan hu yang kompleks, yang
dipengaruhi oleh be tor struktural, ekonomi,
sosial, dan buday:

j juga harus
belakangi
memiliki

K tersebut.
berbeda ~ dala

in transaksi-jual b
arena itu, identifi
menjadi’ langkah

faktor
memp

penting, K ar persoalan,
penilaian hu kan secara tepat
dan adil. Teori perubahan harga dalam transaksi jual beli
sebagaimana dibahas dalam Bab Il menjelaskan bahwa
harga terbentuk melalui mekanisme permintaan dan
penawaran, dan dalam kondisi pasar yang dinamis,
perubahan harga merupakan hal yang lumrah.'?®

126 gjsilia Venny dan Nuraini Asriati, "Permintaan dan Penawaran
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Namun demikian, ketika perubahan harga terjadi
setelah adanya kesepakatan yang mengikat dan dilakukan
secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain, maka
perubahan tersebut telah melampaui batas wajar
mekanisme pasar dan memasuki wilayah pelanggaran
hukum

Dari keseluruhan analisis terhadap faktor-faktor di
atas, dapat disimpulkan wa perubahan harga secara
sepihak dalam jual merah di Desa Kupu
bukan semata-m inamika pasar yang
wajar, Ipa dari perpaduan
kompleks impangansi etergantungan

i perlin ' al (berupa
al  yang
mal, serta
dan tidak
etani. Faktor-fakic bersama-
kondisi dismana arga tidak
an, tetapi bahkan j ktik yang
meskipun secara ik hukum
um positif, praktik® dak dapat

dalam Ekonomi Mikro," Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI) 7, no. 1
(2022): 45; Ahmad Mudrik Agil dkk., "Analisis Elastisitas Permintaan
dan Penawaran dalam Ekonomi Modern," Buana Matematika 14, no. 1
(2024): 83.



BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
Perubahan harga secara sepihak oleh pengepul

dalam jual beli bawang merah di Desa Kupu Kecamatan
Wanasari Kabupaten Brepes terjadi karena kombinasi
faktor ekonomi, sosi hukum. Secara ekonomi,
perubahan harga di

isi tersebut
ul  untuk

pengepul
kan hasil
etani sulit

etergantungan ini
an harga meskip
udaya masyarakat ya

dan kewajiba
perubahan harga secara sepihak terus berlangsung tanpa
adanya upaya penyelesaian hukum. Akibatnya,
kesepakatan harga yang telah dibuat sebelum panen tidak
memiliki kekuatan mengikat secara nyata dalam praktik,
sehingga petani sering menjadi pihak yang dirugikan.
Tinjauan hukum Islam dan hukum positif
menunjukkan bahwa perubahan harga secara sepihak
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dalam praktik jual beli bawang merah di Desa Kupu tidak
sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
Dalam perspektif hukum Islam, akad jual beli harus
dilaksanakan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak
(taradi), kejujuran, dan keadilan. Setelah akad dan harga
disepakati, salah satu pihak tidak diperbolehkan
mengubah isi kesepakatan tanpa persetujuan pihak
lainnya. Praktik peruba harga secara sepihak oleh

pengepul bertentang QS. An-Nisa’ ayat 29
Fatwa DSN-MUI MUI/IX/2017 tentang
Akad Jual Hukum

Ekonomi {ES) yan n bahwa akad

telah dibuat an baglan
g sah-sebagaimana d lam Pasal
a. Oleh karena i
dertentangan™ deng acta sunt
nyatakan bahwa p ji ng dibuat
u sebagai unda bagi para
antersebut juga dapat dil
a salah satu piha

sepihak oleh
pengepul m idak dibenarkan
karena mengabaikan prinsip keadilan, kepastian hukum,
dan perlindungan terhadap hak-hak petani sebagai pihak
yang lebih lemah dalam hubungan transaksi jual beli.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, analisis data lapangan,
serta pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab
sebelumnya .hasil penelitian ini dapat disimpulkan
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sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perubahan
harga secara sepihak oleh pengepul dalam praktik jual
beli bawang merah di Desa Kupu, Kecamatan Wanasari,
Kabupaten Brebes, terdapat beberapa saran yang dapat
diajukan sebagai berikut:

Pertama, bagi petani dan pengepul. Petani perlu
memahami bahwa kesep n harga meskipun dilakukan
secara lisan adalah ang sah dan mengikat
secara hukum. Ol

pasar. yang dap

empatan nyata untuk
encari pembeli alt
I pemerintah desa da si terkait

Kupu dan Dinas

pembentuka
dapat diakse tani. Selain itu,
pembentukan kelompok tani atau koperasi yang solid
perlu didorong agar petani memiliki kekuatan kolektif
dalam negosiasi harga dan akses distribusi alternatif,
sehingga tidak lagi bergantung sepenuhnya pada satu atau
beberapa pengepul saja.

Ketiga, bagi lembaga keagamaan dan tokoh
masyarakat. Tokoh agama dan pemimpin masyarakat
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perlu  mengambil peran aktif untuk menjembatani
pengetahuan normatif tentang prinsip taradi, larangan
gharar, dan kewajiban amanah dengan kesadaran praktis
dalam transaksi sehari-hari. Forum pengajian, khutbah
Jumat, dan musyawarah desa dapat dijadikan media
sosialisasi prinsip muamalah yang adil secara kontekstual,
sehingga tekanan sosial yang terbentuk lebih efektif
mendorong perubahan rilaku daripada intervensi
hukum formal semata
Keempat, ebijakan di tingkat

ana, cepat,

ini masih
sepihak
eh karena

, Mmaupun
yarakat dengan
pelaksanaan akad jual beli hasil pertanian di berbagai
daerah lainnya.

Saran-saran tersebut diharapkan dapat menjadi
bahan pertimbangan bagi seluruh pihak terkait dalam
mewujudkan praktik jual beli bawang merah yang lebih
adil, transparan, serta sesuai dengan prinsip hukum Islam
dan hukum positif.
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